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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan
Kementerian/Lembaga untuk menetapkan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri  Pertahanan  tentang Rencana  Strategis
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Tahun 2020-2024;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1894);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 663);

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya
disebut Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 adalah
dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara
untuk S5 (lima) tahun, berisi mengenai proses yang
berorientasi pada hasil yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
dan bersifat indikatif serta memperhatikan perubahan
dan/atau pergeseran kebijakan nasional dan lainnya yang

berlaku.

Pasal 2
(1) Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 terdiri atas:
a. pendahuluan
b. visi, misi, dan tujuan;
c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan
kerangka kelembagaan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
e. penutup; dan
f.  lampiran.
(2) Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Pasal 3
Data dan informasi kinerja Renstra Kemhan dan TNI Tahun
2020-2024 yang termuat di dalam Sistem Informasi
Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
Rencana Strategis (KRISNA-Renstra) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemhan dan TNI

Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);
dan

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1094),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2021

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

TAHUN 2020-2024

BABI
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum.

a.

Pembangunan Pertahanan Negara.

Periode 2020-2024 merupakan tahapan Rencana Strategis
(Renstra) yang ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Dalam periode sebelumnya
(Renstra III) Kemhan dan TNI telah dapat mencapai sasaran-
sasaran Prioritas Nasional yang telah ditetapkan pemerintah sesuai
kondisi yang ada.

Dalam periode kepemimpinan Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, 2020-2024, telah
ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah
(RPJMN). Atas dasar Visi dan Misi beliau telah dirumuskan tujuh
Prioritas Nasional yang menjadi acuan bagi seluruh fungsi
pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun
prioritas nasional yang ditetapkan adalah: Memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan
wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan; Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing; Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim; serta Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

www.peraturan.go.id
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Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI sebagai salah satu
fungsi pemerintahan menerjemahkan Visi, Misi dan Prioritas
Nasional tersebut menjadi suatu konsep strategis dalam rangka
pembangunan pertahanan Negara. Konsep ini mengalir dari
perumusan kebijaksanaan strategis pertahanan Negara sampai
dengan rincian kegiatan-kegiatan yvang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Prioritas Nasional dari aspek pertahanan dan

keamanan negara.

Pada periode ini, Kemhan dan TNI akan berupaya untuk
mewujudkan Prioritas Nasional yaitu: Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; serta
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
dan Transformasi Pelayanan Publik. Ketiga Prioritas Nasional
tersebut dijabarkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan

proyek prioritas nasional.

Adapun rincian dari program prioritas dan kegiatan yang
menyertainya adalah: Revolusi Mental dan Pembinaan ideologi
Pancasila dengan Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
Pembangunan wilayah Kalimantan dengan Kegiatan Pembangunan
Kawasan Perkotaan; dan Penguatan stabilitas keamanan nasional
dengan kegiatan penguatan keamanan dalam negeri, penguatan
kemampuan pertahanan, penguatan keamanan laut dan penguatan

keamanan siber.

Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan kegiatan
prioritas adalah: Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan
kewarganegaraan dan bela Negara; Pembangunan Ibukota
Negara; Pertahanan dan keamanan diperbatasan, keselamatan dan
reintegrasi wilayah rawan bencana; Pengadaan, pemeliharaan dan
perawatan serta pembangunan sarana prasarana penunjang
Alutsista; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit,
penguatan  pertahanan  siber serta  pembangunan dan
pengembangan industri pertahanan; Peningkatan kapasitas operasi
keamanan laut; serta peningkatan sarana prasarana dan

pembentukan Computer Emergency Response Team (CERT).

www.peraturan.go.id
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b.

Capaian.

Pada Renstra 2015-2019 Sasaran Penguatan Sistem Pertahanan
vang ingin diwujudkan adalah peningkatan kapasitas pertahanan
nasional melalui pembentukan TNI vyang profesional dengan
memenuhi kebutuhan Alutsista, peningkataan kesejahteraan prajurit,
dan peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah 1,5 persen

dari PDB.

Dalam pelaksanaan Renstra 2015-2019, hal yang penting untuk
dicatat adalah alokasi anggaran pertahanan hanya mencapai sekitar

0,87%. Dengan demikian, pemenuhan MEF belum dapat terwujud.

(Dalam triliun rupiah)

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 jumlah

Alokasi 108 112 124 123 123 592
PDB 11.524 | 12.383| 13.584| 14.804| 15.847| 68.145
Persentase 0,94% 0,91% 0,91% 0,83% 0,78% 0,87%

Dalam kondisi ini, pencapaian pembangunan bidang pertahanan
dalam periode tahun 2015-2019 yang merupakan Prioritas Nasional
adalah:

1) Pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential

Force/MEF) TNI, hingga tahun 2019 mencapai 63,19% dari target

76%.

2) Wilayah perbatasan darat telah dibangun Jalan Inspeksi Patroli
Perbatasan (JIPP) dan Jalan Administrasi (JA) di Kalimantan
dengan total sepanjang 999,5 Km (100% dari rencanaj.

3) Pembangunan pos perbatasan darat sejumlah 149 pos, pos

perbatasan laut sejumlah 76 pos (100% dari rencana).

4)  Kontribusi industri pertahanan dalam negeri tahun 2015-2019
dalam melaksanakan Transfer of  Technology (ToT) dan
kandungan lokal dan offset sebanyak 30 industri pertahanan dari
113 industri pertahanan (27%) dengan nilai Rp 43 Trilliun.

www.peraturan.go.id
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5) Tersusunnya bidang regulasi berupa peraturan dan perundang-
undangan sejumlah 36 regulasi dari target 100 regulasi (36%).

6) Pembangunan perumahan prajurit TNI dan ASN sebanyak
214.441 unit rumah negara, untuk meningkatkan kesejahteraan
dalam menunjang profesionalisme TNI dan ASN.

7) Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN}, hingga tahun
2019 telah terbentuk 83,4 juta orang kader Bela Negara dari
target 100 juta (83%) pada akhir tahun 2024.

8) Kontribusi Indonesia melalui TNI dalam Pasukan Misi Pemelihara
Perdamaian (PMPP) PBB sudah masuk dalam 10 besar negara
pengirim PMPP sebanyak 2447 dari target 4.000 personil (61,2%).

9) Kemhan dan TNI mendukung Pengarusutamaan Gender dalam
rangka mewujudkan peran yang seimbang keberagaman yang
integrasikan kedalam kebijakan program dan kegiatan-kegiatan
pembangunan disektor pertahanan dan keamanan.

Perkembangan Lingkungan Strategis.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran
global, regional maupun nasional sangat kompleks dan
multidimensional. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk
ancaman, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan ancaman aktual
dan potensial, vang dikelompokkan sebagai berikut:

1)  Ancaman Aktual. Ancaman aktual merupakan ancaman militer,
ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana
berkembang saat ini, dan cenderung terus berlanjut dalam
beberapa tahun ke depan, baik yvang berasal dari dalam negeri
maupun luar negeri antara lain: wabah penyakit/pandemi (Covid-
19), konflik Natuna Utara, merosotnya pertumbuhan ekonomi,
pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme
dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan dan
penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, ancaman siber,
ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal,
serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan dan
pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan
narkoba, imigran asing, serta dampak lahirnya revolusi industri
4.0 dan masyarakat 5.0 yang ditandai dengan kondisi mudah
bergejolak (volatility), muncul ketidakpastian (uncertanty) di sana-
sini, kompleksitas (complexity) persoalan serta ketidakjelasan

(ambiguity) atas situasi yang berkembang.

www.peraturan.go.id
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2) Ancaman Potensial. Ancaman potensial merupakan ancaman
vang belum terjadi, tetapi sewaktu-waktu dapat terjadi dalam
situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut di
antaranya berupa perang konvensional atau konflik terbuka
(invasi asing), kelangkaan pangan, energi, sumber daya air,

kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.

2. Potensi dan Permasalahan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya untuk mewujudkan Prioritas
Nasional akan dihadapkan pada ancaman dan tantangan sebagai akibat
dari adanya perkembangan lingkungan strategis, sehingga diperlukan
identifikasi terkait potensi dan permasalahan yang akan dihadapi.

Potensi Kemhan dan TNI memiliki sumber daya untuk mewujudkan
prioritas ini. Sumber daya yang langsung dapat berperan dalam
mewujudkan prioritas ini antara lain adalah: saran dan prasarana
pendidikan; personil yang terseleksi dengan baik untuk bertindak sebagai
instruktur/pelatih /pengajar; hierarki pengendalian dan komando yang
solid serta alat dan peralatan yang dapat menunjang kegiatan pencapaian
sasaran prioritas ini.

a. Potensi.

Dalam Prioritas Nasional ini Kementerian Pertahanan dan TNI
bertanggungjawab dalam hal stabilitas keamanan nasional yang
bertumpu pada perwujudan keamanan dalam negeri,
pembangunan kemampuan pertahanan, penyelenggaraan
keamanan laut, dan pembangunan kemampuan cyber. Hal-hal
ini sudah dibina di lingkungan UO Kemhan dan TNI secara terus

menerus sehingga merupakan potensi yang terus dikembangkan.

b. Masalah.

Permasalahan utama dalam peningkatan potensi hal diatas

adalah alokasi anggaran.

a. Postur Pertahanan Negara.
1) Potensi.
a) Kebijakan pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia
(TNI) merupakan bagian integral dari program pembangunan

nasional yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan
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pemerintah. Pembangunan postur ideal TNI saat ini,
diselenggarakan melalui evaluasi dan review Kkebijakan
pembangunan kekuatan pokok minimum atau Minimum
Essential Force (MEF) TNI dihadapkan dengan ancaman dan
tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini dilakukan karena
pembangunan postur ideal TNI belum bisa diwujudkan
dalam waktu singkat dihadapkan dengan adanya
keterbatasan kemampuan dan dukungan anggaran yang
tersedia. Pengadaan Alutsista diarahkan pada jenis Alutsista
berteknologi maju dan berdampak besar (deterrent effect)
serta terintegrasi (Network Centric Warfare) dengan harga
relatif murah namun langsung dapat mengantisipasi
kekuatan Alutsista musuh secara riil. Untuk mengantisipasi
hal tersebut ditetapkanlah prioritas kebijakan pembangunan
MEF TNI yvang diselenggarakan secara bertahap dan tetap
diarahkan kepada terwujudnya postur TNI yang ideal.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 pemerintah tetap konsisten
untuk melanjutkan pemenuhan MEF menuju 100% guna
mewujudkan Postur TNI secara ideal. Maka konsistensi
pembangunan Postur TNI melalui kebijakan pembangunan
MEF TNI tetap diselenggarakan dalam pentahapan
pembangunan hingga tahun 2024 dengan tetap melandasi
terhadap tiga aspek utama vyaitu: Indonesia yang maju dan
mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia
vang aman dan damai. Pentingnya mewujudkan Indonesia
vang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan.
Pertama, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai
prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan vyang
kondusif guna memajukan sektor vital lainnya. Kedua,
pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka
menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga
baik. Ketiga, konsep keamanan nasional difokuskan pada
keamanan Negara. Konsep ini bersifat inklusif dan
partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan

negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang

www.peraturan.go.id
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b)

terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan
keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi,
maritim dan pangan. Selain itu, sumber daya manusia yang
dilibatkan semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada
satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas

sektoral.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilakukan secara
berkelanjutan dan berkesinambungan dalam tiga tahapan
pembangunan, yaitu Tahap I (Tahun 2010-2014) yang telah
berakhir, Tahap II (Tahun 2015-2019) yang saat ini sedang
berjalan, dan Tahap III {(Tahun 2020-2024) yang merupakan
tahap akhir pembangunan MEF TNI. Pembangunan MEF TNI
dilaksanakan melalui beberapa strategi yang meliputi:
revitalisasi, rematerialisasi, relokasi dan pengadaan dalam
rangka pemenuhan terhadap aspek Alat Utama Sistem
Senjata (Alutsista), pemeliharaan dan perawatan (Harwat),
serta organisasi dan sarana prasarana, yvang didukung
dengan aspek lain seperti: industri pertahanan,

profesionalisme dan kesejahteraan.

Pembangunan postur TNI melalui kebijakan pembangunan
MEF mengacu kepada arah kebijakan pemerintah sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan
kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) lima tahunan. Sejalan dengan kebijakan
pemerintah tersebut, kebijakan pembangunan MEF TNI
diselenggarakan secara berkelanjutan dan

berkesinambungan.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan target
pemenuhan MEF dapat melampaui 100% dalam hal ini
diperlukan upaya percepatan pemenuhan MEF tahap III
tahun 2020-2024 terhadap aspek utama meliputi:
pengadaan Alutsista, Harwat, dan Sarpras/Organisasi

menuju postur ideal.
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c) Pada RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Major
Project (Proyek Strategis) Penguatan National Security
Operation Center (NSOC) — SOC termasuk didalamnya peran
Kemhan dan TNI dalam rangka menghadapi ancaman

serangan siber.
2) Permasalahan.

a) Komitmen pemerintah sebagai penentu kebijakan anggaran
terhadap pembangun pertahanan negara masih terkendala
dengan adanya beberapa kebijakan politik anggaran.

b) Penyelenggaraan pembangunan MEF khususnya terkait
dengan pemenuhan Alutsista masih belum optimal. Hal ini
dikarenakan adanya ketergantungan dengan industri
pertahanan luar negeri, disisi lain industri pertahanan dalam
negeri belum mampu mendukung pemenuhan Alutsista
sesuai kebutuhan.

c) Belum optimalnya peningkatan kapabilitas teknologi siber
vang mampu melakukan perang siber melalui siber
ofensif dan defensif, pemantauan, jaminan kemanan
penangkalan dan pembalasan penyusupan senjata maupun
intelijen siber antara lain disebabkan kurangnya
pengembangan organisasi/kelembagaan, SDM dan
pembangunan infrastruktur dalam penguasaan teknologi

informasi.

b. Pembangunan Wilayah Perbatasan.
1) Potensi.

a) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.

(1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
meliputi  kegiatan perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi
manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara
berkelanjutan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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b)

d)

-14-

(2) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib
dilakukan dengan cara mengintegrasikan Kkegiatan:
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; antar
sektor; antara pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat; antara ekosistem darat dan ekosistem laut;
dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip

manajemen.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

Negara.

(1) Wilayah Negara terdiri atas wilayah darat, wilayah
perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya serta
ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya.

(2) Wilayah negara didarat, perairan, dasar laut dan tanah
dibawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan
atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral
mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional.

TNI telah menetapkan pembangunan pangkalan TNI terpadu
di pulau-pulau terdepan tertentu dan daerah strategis
sebagai pangkalan aju sebagai upaya penangkalan dan
bersifat defensif aktif. Pangkalan TNI terpadu tersebut
dibangun di pulau Natuna disiapkan untuk menghadapi
ancaman dari Laut China Selatan. Pulau Yamdena dan
Selaru (Kota Saumlaki) disiapkan untuk menghadapi
ancaman dari selatan. Pulau Morotai disiapkan untuk
menghadapi ancaman dari arah utara. Pulau Biak disiapkan
untuk menghadapi ancaman dari arah timur laut. Merauke

disiapkan untuk menghadapi ancaman dari arah timur.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Major
Project (Proyek Strategis) untuk penguatan keamanan laut di
Natuna dalam rangka mengatasi meningkatnya eskalasi

ancaman di Natuna sehingga diperlukan pemenuhan
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Alutsista dan sarpras satuan TNI terintegrasi di wilayah
Natuna.

2) Permasalahan.

a) Permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah
perbatasan semakin mengemuka dan = kompleks.
Permasalahan tersebut antara lain adalah ancaman
terorisme, pencurian sumber daya wilayah perbatasan,
sengketa batas wilayah perbatasan dengan negara-negara
tetangga, dan kejahatan lintas negara, yang meningkatkan
kompleksitas situasi keamanan wilayah perbatasan
Indonesia. Berbagai permasalahan pertahanan dan
keamanan di wilayah perbatasan tersebut memerlukan
pembangunan kekuatan pertahanan yang memadai dalam
rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan
wilayah, serta mewujudkan situasi yang aman dan kondusif
bagi pengelolaan sumber daya alam laut yvang terkandung di
dalam Laut Teritorial, Zona Tambahan, Perairan kepulauan,
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Landas Kontinen
(LK) dan Landas Kontinen Ekstensi (LKE) Indonesia, sebagai
prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan kedaulatan dan

hak berdaulat wilayah NKRI.
b) Perbatasan wilayah Darat.

Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga
masih belum semua dapat diselesaikan. Permasalahan
penetapan perbatasan negara saat ini masih ada yang secara
intensif sedang dirundingkan dan masih ada yang belum
dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu
bentuk ancaman, tantangan, hambatan vyang dapat
mengganggu kedaulatan hak berdaulat NKRI. Permasalahan
perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah: adanya
berbagai pelanggaran wilayah darat, wilayah laut dan
wilayah udara kedaulatan NKRI, kegiatan illegal; illegal
logging, IUU fishing, illegal trading, illegal traficking dan trans-
nationalcrime merupakan bentuk ancaman faktual disekitar

perbatasan yang akan dapat berubah menjadi ancaman

www.peraturan.go.id
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potensial apabila pemerintah kurang bijak dalam menangani
permasalahan tersebut. Sedangkan permasalahan
perbatasan yang muncul dari dalam (internal) adalah:
tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang
masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur
dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan

pengaruh dari negara tetangga.

Perbatasan negara merupakan manifestasi dari
kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan
penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan,
pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan
dan keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan juga
sekaligus berfungsi sebagai “frontier” atau sebagai wilayah
yang dapat untuk memperluas pengaruh (sphere of influence)
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan terhadap negara-negara disekitarnya,
sehingga pembangunan wilayah perbatasan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional

yvang meliputi semua aspek kehidupan.
c) Pelanggaran hukum dan tindak kejahatan di laut.

Luasnya perairan yurisdiksi Indonesia dengan ribuan
pulau ditambah dengan posisi strategis lalu lintas laut
meningkatkan potensi kejahatan di laut seperti perompakan,
penyelundupan, [IUU fishing, dan perusakan lingkungan
laut. Sebagian besar pelanggaran penyelundupan adalah
narkoba yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan
salah satu pasar penting narkoba. Sebagai negara dengan
lalu lintas laut vyang padat, menjadikan Indonesia
mempunyai potensi untuk terjadinya pelanggaran
perompakan. Hal tersebut sangat disadari oleh aparat
hukum di laut khususnya TNI Angkatan Laut dengan
hadirnya tim reaksi cepat (Quick Response Team) di tiap
Koarmada vyang disiagakan di sepanjang titik rawan
terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum dan tindak

kejahatan di laut. Permasalahan perbatasan Indonesia yang

www.peraturan.go.id
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belum selesai dengan sepuluh negara tetangga merupakan
faktor penting terjadinya pelanggaran wilayah oleh kapal
asing di perairan Indonesia. Selain itu, klaim NDL (Nine Dash
Lines) Cina di LCS yang beririsan dengan ZEEI di Utara
Natuna berpotensi terjadinya pelanggaran perbatasan oleh
kapal ikan Cina yang semakin aktif beroperasi di LCS. Selain
Cina, kapal ikan Vietnam juga sering melakukan
penangkapan ikan di Utara Natuna di dalam ZEEI
Pelanggaran wilayah lain yang susah dideteksi adalah
pelaksanaan survei laut ilegal kapal asing. Tercatat Cina
telah melakukan survei laut di jalur ALKI, terutama ALKI I
serta Laut selatan Indonesia yang terpantau sejak tahun
2012. Hal yang menjadi masalah utama dalam pengamanan
wilayah laut adalah isu kelembagaan dan regulasi yang
belum optimal mengatur tentang tugas dan fungsi

kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.
Pelanggaran udara di wilayah kedulatan NKRI.

Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif
terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas
wilayah perairan. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi
pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara
sipil dan militer asing tidak berizin. Jumlah pelanggaran
wilayah udara nasional yang dilakukan oleh negara lain di
Indonesia masih terbilang tinggi. Berbagai upaya dilakukan
secara persuasif maupun dengan tindakan guna
menurunkan gangguan-gangguan atas kedaulatan wilayah

udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
vang mengoperasikan alat-alat pertahanan juga menjadi
faktor penentu dalam setiap pengawasan dan operasi
pertahanan wilayah udara Indonesia. Terkait pelanggaran
wilayah udara Indonesia tersebut, sanksi yvang dikenakan
terhadap pelaku pelanggaran tersebut sangatlah kecil
dibandingkan dengan biaya operasional yang harus

dikeluarkan oleh Negara. Selain itu proses hukum kepada

www.peraturan.go.id
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pihak vang melakukan penerbangan tersebut tidak dapat

dilanjutkan karena lemahnya regulasi di Indonesia.
c. Sumber Daya Nasional Bidang Pertahanan.
1) Potensi.

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah
penduduk yvang banyak dan memiliki wilayah yang luas. Hal ini
menunjukkan Indonesia memiliki potensi sumber daya nasional
vang dapat digunakan untuk pertahanan dan pengelolaan
sumber daya nasional telah didukung dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara
bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional
menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk
kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara,
penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen
Cadangan, penguatan Komponen Utama dan Mobilisasi dan

Demobilisasi.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap
warga negara yvang diselenggarakan melalui usaha pertahanan
negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran
warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang
ditumbuhkembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela
negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan,
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai
prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara
wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha bela negara
bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara
dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela
negara vang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela

negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional.
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Komponen pendukung merupakan salah satu wadah dan
bentuk keikutsertaan warga Negara dan pemanfaatan sumber
daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara yang
secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan
komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer.
Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya
alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.
Pengelolaan komponen pendukung meliputi kegiatan penataan
dan pembinaan vang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara. Pengelolaan
komponen pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola
Pertahanan Negara vang demokratis, menjunjung prinsip
keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Komponen cadangan merupakan salah satu wadah dan
bentuk keikutsertaan warga negara, sumber daya alam, sumber
daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha
pertahanan  negara. Pengelolaan  komponen  cadangan
dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan kebijakan
umum pertahanan negara dengan menerapkan sistem tata kelola

pertahanan negara.

Apabila negara dalam keadaan darurat atau perang, dengan
potensi sumber daya nasional yang ada, pemerintah dapat
melakukan mobilisasi sumber daya nasionalnya. Keberadaan
sumber daya nasional ini akan menambah pelipatgandaan
kekuatan pertahanan Indonesia dan sebagai sarana konsolidasi
komponen-komponen pertahanan negara  yang dapat

memberikan efek gentar (deterence effect) bagi bangsa lain.
Permasalahan.

Sumber daya nasional dan wilayah vang dapat digunakan
untuk mendukung pertahanan negara belum tertata dan terbina

secara optimal terhadap perkembangan situasi di kawasan Asia

2021, No.848



2021, No.848 20-

Pasifik yang memiliki potensi ancaman. Potensi ancaman
ditunjukan dengan adanya saling klaim wilayah teritorial antar
beberapa negara yang meningkatkan pengerahan kekuatan
militer, disamping itu "Perang Proxy" atau propaganda dari
negara-negara yang berkempentingan secara eklusif di kawasan
juga semakin gencar. Di sisi lain adanya potensi ancaman di
dalam negeri berupa gerakan separatis dan ideologi khilafah juga
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut, penguatan
pertahanan negara tidak cukup hanya dengan kekuatan TNI
namun juga harus didukung oleh seluruh sumber daya nasional

sebagai cerminan dari pertahanan semesta.

Peran komponen pendukung merupakan unsur vital dalam
penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu,
kemampuan komponen pendukung harus dibina dan dikelola
secara tepat dan profesional. Komponen pendukung pertahanan
negara adalah sumber daya nasional termasuk didalamnya
industri nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat
digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan
komponen utama dan komponen cadangan. Sedangkan sumber
daya nasional diantaranya sumber daya manusia, sumber daya
alam, dan sumber daya buatan. Seluruh sumber daya nasional
dan sarana prasarana nasional memerlukan proses yang dimulai
dari penataan, pembinaan dan penggunaan. Disamping itu,
mengacu kepada kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas
pulau-pulau yang terpisah satu dengan vang lainnya, maka
pembinaan kemampuan komponen pendukung tidak hanya
dilaksanakan secara terpusat namun harus pula dikembangkan

ke dalam pola-pola pembinaan kewilayahan.

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional (PSDN) belum dijalankan dengan maksimal dan masih
berproses, sikap resistensi masyarakat, kurang memberdayakan
seluruh stakeholder di semua Kementerian/Lembaga dan

pelibatan swasta.
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Dalam beberapa tahun ke depan, sebuah negara termasuk
Indonesia akan menghadapi hukum kelangkaan yakni, terjadi
kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan
ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Saat ini dinamika
perkembangan lingkungan strategis menunjukkan dengan
adanya kondisi berbagai negara dalam persaingan, bahkan
peperangan perebutan sumber daya alam antar negara. Indonesia
akan menghadapi fenomena berupa kesenjangan sumber daya
alam vang menipis, bersamaan dengan meningkatnya sumber
daya manusia yang relatif tak terbatas. Sehingga, sebuah negara
wajib membangun suatu negara, membangun ekonomi,
membangun teknik, yang perlu dilakukan pertama kali adalah
membangun jiwa bangsa. Investasi manusia hanya bisa
dilakukan lewat perbaikan kualitas pendidikan. Investasi materi
harus disertai dengan investasi sumber daya manusia, karena
kekayaan terbesar Indonesia bukan terletak pada minyak, emas,
batu bara, dan hasil lautnya. Kekayaan bangsa ini justru ada
pada manusianya. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal, kita bisa mewujudkan kedaulatan politik, keberdikarian

ekonomi.

Cita-cita ideal dalam pengelolaan sumber daya alam adalah
dikelola dengan dana pemerintah, menggunakan teknologi dalam
negeri, dikelola bangsa sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan
untuk kebutuhan dalam negeri. Setidaknya ada tiga masalah
dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama adalah persoalan
engineering dan teknologi, lalu vang kedua adalah masalah

komersial dan terakhir adalah masalah politik.

Terjadinya Gap (kesenjangan) antara kondisi riil pengelolaan
sumber daya alam dengan cita-cita ideal bangsa Indonesia. Gap

tersebut sudah saatnya dipersempit oleh usaha dari berbagai

pihak.
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d.

Industri Pertahanan.

1)

2)

Potensi.

Pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu
bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang
diwujudkan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan
implementasinya, yang pada akhirnya bermuara kepada
kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Untuk mendukung
langkah  strategis pengembangan  industri pertahanan,
pemerintah telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2012 tentang Industri pertahanan, dan produk-produk
perundang-undangan lainnya. Undang-undang ini memberikan
dasar vyang jelas dalam mendorong pemerintah untuk
mengembangkan industri pertahanan vyang mandiri dan

berkesinambungan.

Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan
keamanan (Alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh Industri
pertahanan. Namun alutsista strategis seperti pesawat tempur,
kapal perusak, roket, rudal, Unmanned Combat Aerial Vehicle
(UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri.
Penguasaan teknologi kunci, kemampuan integrasi sistem dan
kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri
pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan
Alpalhankam. Dengan demikian industri pertahanan dapat
meningkatkan daya saing internasional sekaligus guna menjadi

bagian dari rantai pasok global (global supply chain).

Pada RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa
kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista di
atas 50%, dengan demikian diperlukan upaya sinergitas antara

industri pertahanan dengan Kemhan dan TNI selaku pengguna

Alutsista.
Permasalahan.

Secara umum peran industri pertahanan nasional relatif
masih belum maksimal, yang dicerminkan dari potensi industri

pertahanan belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan
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termanfaatkan dalam sistem pertahanan negara. Di sisi lain,
industri pertahanan nasional yang saat ini identik dengan
inefisiensi, kurang kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan
komparatif, serta tidak mampu memenuhi persyaratan dalam
kontrak, perlu mentransformasikan perilaku bisnisnya agar
mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan. Berbagai
permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan ini
sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya payung
hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan,

serta dukungan finansial.

Untuk itu, implementasi road map industri pertahanan
menjadi tantangan yang harus diwujudkan dalam lima tahun
mendatang agar peran industri pertahanan nasional semakin

signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional.

www.peraturan.go.id
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BABII
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3. Visi dan Misi Kementerian Pertahanan.

Visi dan Misi Kementerian Pertahanan merupakan penjabaran dari

visi dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024

dengan mempertimbangkan lingkungan strategi baik global, regional

dan nasional. Guna mencapai tujuan pembangunan nasional bidang
pertahanan vang tercantum dalam RPJMN serta mempertimbangkan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional

Indonesia, maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Pertahanan

tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia maju vang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebutadalah sebagai
berikut:

a. Maju: Meningkatnya kemampuan pertahanan negara yang modern,
bangsa dalam pergaulan antar bangsa, penguasa teknologi
pertahanan,

b. Berdaulat: Indonesia sebagai bangsa dan negara berhak
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik
bagi diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan vang
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

c. Mandiri: Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang
bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas
teknologi yvang unggul dan berdaya saing sehingga mampu
mewujudkan kehidupan vyang sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain.

d. Berkepribadian: Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa
Kebhinekatunggalikaan antara suku dan agama dan kepercayaan
diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa.
Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama
untuk membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.

e. Berlandasan Gotong Royong: Memposisikan pembangunan

pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan vyang
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dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat,
dukungan langsung dunia usaha dan kepercayaan yang tinggi

terhadap lingkungan organisasi pertahanan negara.

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi
pertahanan negara, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasaaman
pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan
transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang

profesional”
Tujuan.

Tujuan yang diterapkan mengacu kepada tiga Prioritas Nasional
RPJMN 2020-2024 yaitu:

a) Revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila

b) Pembangunan Wilayah Kalimantan

c) Stabilitas Keamanan Nasional

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertahanan negara
ditetapkan 4 (empat] tujuan yang ingin di capai dalam Renstra
pembangunan pertahanan negara pada periode tahun 2020-2024 sebagai
berikut:

T1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI serta
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk
ancaman.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk
pertahanannegara.

T4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.
Sasaran.

Dalam rangka terwujudnya tujuan pertahanan negara dirumuskan 16
(Enam belas) sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:
T1: Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk
ancaman, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:
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Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

S581.1

Terjaganya kedaulatan
negara di wilayah darat,
laut dan udara, termasuk
di daerah perbatasan.

1. Persentase Percepatan dlm
mewujudkan Air Defence
Identification Zone (ADLZ) dan
Air Defence Identification
System (ADIS) diseluruh
wilayah udara Indonesia
melalui kerja sama dan
koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait.

2. Presentase peningkatan

sarana prasarana pengindraan
jarak jauh berbasis satelit
menggunakan radar di wilayah
perbatasan darat, laut, dan

pulau-pulau kecil terluar.

3. Presentase peningkatan

sarana prasarana pengindraan
jarak jauh berbasis satelit
menggunakan Pesawat
Terbang Tanpa Awak
(PTTA)/Drone di Wilayah
perbatasan darat, laut, udara
dan pulau pulau kecil terluar
untuk mendapatkan data dan
informasi secar real time dan
terkoneksi dengan pusat
pengendali sebagai upaya
peningkatan deteksi dan
peningkatan dini

4. Persentase ancaman
terhadap kedaulatan NKRI
vang dapat diatasai.

S51.2

Terlindunginya keutuhan
wilayah dari segala bentuk
ancaman baik dari dalam

maupun luar negeri.

- Keberhasilan penanggulangan
terhadap upaya-upaya yang
mengancam keutuhan wilayah

NKRI.
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Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

S551.3

Terlindunginya
keselamatan segenap
bangsa di seluruh wilayah
NKRI dari segala bentuk
ancaman, baik dari dalam

maupun luar negeri.

- Persentase ancaman terhadap

keselamatan segenap bangsa
diseluruh wilayah NKRI yang
dapat diatasi.

&51.4

Meningkatnya hubungan
diplomasi pertahanan
melalui kerja sama
bilateral dan multilateral

di bidang pertahanan.

- Persentase keberhasilan

diplomasi pertahanan dalam
rangka terjaganya kedaulatan
dan keutuhan wilayah NKRI
serta terlindunginya

keselamatan segenap bangsa.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern, diukur melalui sasaran

strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS)

S552.1

Terintegrasinya
pertahanan militer dan
nirmiliter dalam sistem
pertahanan negara yang
bersifat Semesta.

- Tingkat keberhasilan

pengelolaan Pertahanan Militer
dan Pertahanan Nirmiliter yang
efektif dalam Sistem Pertahanan
Negara yang bersifat Semesta.

552.2

Terwujudnya postur TNI | 1.

vang tangguh dalam
mengatasi ancaman.

Persentase capaian
pembangunan Postur TNI
melalui pemenuhan Kekuatan
Pokok sehingga terbentuk
kekuatan penangkal yang
efektif.

2. Persentase pengembangan

personel TNI menerapkan
prinsip kebijakan Right Sizing
dan Proportional Growth
disesuaikan dengan
pengembangan Satuan TNI.
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Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS)

S552.3

Terwujudnya tata kelola | 1.

Indeks Reformasi Birokrasi.

sistem pertahanan 2

negara yang baik.

Opini BPK terhadap LK
Kemhan dan TNI.

. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kemhan dan TNI.

T3

pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk

kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

. Indikator Kinerja Sasaran

Kode Sasaran Strategis (SS) .

Strategis (IKSS)

883.1 | Terwujudnya kesadaran bela | Indeks Belanegara Skala 1-5.
negara bagi seluruh warga
negara.

583.2 | Terwujudnya komponen (1. Persentase sumdanas yang
pendukung pertahanan | dapat ditetapkan menjadi
negara yang ditetapkan di| komponen pendukung.
seluruh wilayah Indonesia. [2. Persentase SDA dan SDB

vang dapat diberdayakan
untuk mendukung
pertahanan negara.

883.3 | Terwujudnya komponen | Jumlah komponen cadangan
cadangan pertahanan | yang siap di mobilisasi dan di
negara vang siap | demobilisasi.
dimobilisasi dan
didemobilisasi.

S583.4 | Terwujudnya industri | Persentase pemenuhan
pertahanan nasional vang | Alutsista dan Alpalhankam
kuat, mandiri, dan berdaya | melalui pemberdayaan
saing guna mendukung | industri pertahanan dalam
kebutuhan pertahanan | negeri.
negara.
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T4: Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan. Diukur melalui

sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai

berikut:

Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)

554.1

Terwujudnya ruang, alat,
dan kondisi juang (RAK

Juang) tangguh

yang
untuk mendukung

pertahanan negara.

1. Persentase tata

ruang
wilayah pertahanan yang
sudah memenuhi syarat
Ruang utk mendukung
pertahanan berupa :

a. RUTR wilayah Darat.
b. RUTR wilayah Laut.
c. RUTR wilayah Udara.

. Persentase wilayah

pertahanan yang sudah
memenuhi syarat Alat
berupa SDA/SDB untuk

mendukung pertahanan.

. Persentase wilayah

pertahanan yang sudah
memenuhi syarat Kondisi
Juang untuk mendukung

pertahanan.

554.2

Terwujudnya wilayah
yang

bertumpu pada pulau-

pertahanan

pulau besar secara

mandiri dan mampu

melaksanakan perang

berlarut.

. Prosentase wilayah

pertahanan pada pulau-
pulau besar yang mampu
melaksanakan pertahanan
secara mandiri dan perang
berlarut.

. Prosentase wilayah

pertahanan pada pulau-
pulau besar yang mampu
melaksanakan pertahanan
dalam penyiapan daerah
pertempuran, daerah
komunikasi dan daerah
belakang perang berlarut.
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Kode

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS)

554.3

Terwujudnya depo-depo
logistik pertahanan yang
terdesentralisasi.

1. Persentase kesiapan Depo-
depo Logistik pertahanan TNI
AD dalam rangka pertahanan
Pulau-Pulau Besar.

2. Persentase kesiapan Depo-

depo Logistik dan Arsenal
(Gudang Amunisi dan Bahan
Peledak) TNI AL dalam
mendukung satuan operasi
sebagai fungsi pembekalan
ulang dan kesinambungan
operasi (sustainment).

3. Persentase kesiapan Depo-

depo Logistik pertahanan TNI
AU dalam rangka pertahanan
Pulau-Pulau Besar.

5544

Terwujudnya penguatan
pertahanan di wilayah-
wilayah selat strategis.

Persentase terbangunnya
sistem petahanan di wilayah
Selat strategi.

554.5

Terwujudnya  sinergitas
penataan wilayah
pertahanan negara.

1. Persentase sinergitas
Rencana Wilayah Selat
Strategis dengan Rencana
Zonasi Kawasan Laut
(Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional, Rencana
Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Tertentu, dan
Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah).

2. Persentase sinergitas

Rencana Rinci Wilayah
Pertahanan (RRWP) bagi

kepentingan pertahanan
negara.

3. Persentase sinergitas
Penataan Kawasan Strategis
Nasional (KSN) bagi
kepentingan pertahanan

negara.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun
2020-2024 vyang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda
pembangunan nasional yang dijadikan sebagai Prioritas Nasional (PN]).
Kementerian Pertahanan mendukung Prioritas Nasional ke-2 (dua)
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan, Prioritas Nasional ke-4 (empat) revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan dan Prioritas Nasional ke-7 {tujuh) memperkuat

stabilitas polhukhankam dan transformasi.

a. Arah Kebijakan Nasional.

1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
2) Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan.

3) Menjaga Stabilitas Keamanan nasional.
b. Strategi Nasional.

1) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan,
wawasan kebangsaan, dan bela Negara untuk menumbuhkan
jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.

2) Pengembangan Kawasan Perkotaan.

3) Penguatan Keamanan Dalam Negeri.

4) Penguatan Kemampuan  Pertahanan  dibarengi dengan
pendekatan Confidence Building Measures (CBM) dan Reformasi
Anggaran.

5) Penguatan Keamanan Laut.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan dan TNI.
Berpedoman pada sasaran dan kegiatan prioritas nasional yang
hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2020-2024 serta dengan mempertimbangkan lingkungan
strategis dan tantangan vang akan dihadapi maka pembangunan

pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap mengacu pada kebijakan
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penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024. Arah kebijakan
dan strategi Kemhan dan TNI adalah:

a.

Kegiatan Prioritas Wawasan kebangsaan dan bela Negara diupayakan

dengan kebijakan Pembangunan karakter bangsa dan Pembangunan

kelembagaan.

Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan

Pertahanan dan Keamanan Laut diupayakan dicapai dengan:

1) Pembangunan postur TNI,

2) Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis,

3) Pembagunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/
Terdepan (PPKT), serta

4) Peningkatan kerjasama internasional.

5) Pemberdayaan kemampuan Litbang Kemhan dan TNI.

Penguatan Keamanan siber dilaksanakan dengan Pembangunan

pertahanan dan intelijen siber.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertahanan negara tahun
2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah:
1) Pembangunan postur TNI.
a)] Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan postur TNI ditempuh dengan:

(1) Melanjutkan pemenuhan Alutsista MEF Tahap III.

(2) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.

(3) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.

(4) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan.

(5) Meningkatkan kesiapan operasional Alutsista TNI dalam
melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan
postur TNI adalah:

(1) Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan
penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek
utama yang meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan
perawatan (Harwat), organisasi, sarana prasarana, dan
pemenuhan terhadap aspek pendukung meliputi:
industri pertahanan, profesionalisme prajurit, dan

kesejahteraan.
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(2) Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN)
menggunakan prinsip kebijakan right sizing dan
proporsional growth disesuaikan dengan pengembangan
organisasi TNI.

2) Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan pertahanan dan intelijen Siber di tempuh
dengan:

(1) Pembangunan sistem siber yang mampu melindungi
dan mengamankan infrastruktur kritis TNI.

(2) Pembangunan sistem siber yang mampu melakukan
perang siber.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan
pertahanan dan intelijen siber adalah:

(1) Pengembangan sistem sensor pemantauan serangan
siber yang terintegrasi untuk dapat mengenali berbagai
macam bentuk serangan yang digelar pada seluruh
Satker TNIL.

(2) Pengembangan satuan siber di Kemhan dan TNI.

(3) Mendorong di bentuknya Computer Emergency Respon
Team (CERT) pada seluruh Satker TNI guna penanganan
insiden dan dampak dari serangan siber.

(4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi/unit/ pihak
lain terkait bidang siber dalam peyelenggaraan
penanganan insiden siber.

(5) Mengembangkan kapabilitas teknologi dan kemampuan
siber yang mampu melakukan perang siber dengan
melakukan operasi penangkalan, operasi siber khusus

dan operasi dukungan pada operasi intelijen.
3) Pemberdayaan industri pertahanan.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran

pemberdayaan industri pertahanan ditempuh dengan:

(1) Mengimplementasikan dan mendorong K/L terkait
untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan, KkKhususnya berkaitan dengan kewajiban

www.peraturan.go.id
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untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam
negeri apabila industri dalam negeri telah mampu
memproduksi.

(2) Mendorong industri nasional dalam pembangunan
struktur industri pertahanan yaitu industri alat utama,
industri komponen utama dan/atau penunjang,
industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan),
serta industri bahan baku.

(3) Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan
kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri
dalam rangka mengembangkan teknologi industri
pertahanan melalui alih teknologi dan alih pengetahuan
alat peralatan pertahanan dari luar negeri melalui kerja
sama penelitian dan pengembangan, serta kerja sama
produksi.

(4) Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas
industri pertahanan dengan cara mewajibkan setiap
pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri
disertai dengan imbal dagang, kandungan lokal dan
offset.

(5) Mengoordinasikan kebijakan nasional dalam
perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian,
sinkronisasi, dan evaluasi dalam rangka pembinaan
industri pertahanan dilaksanakan oleh Komite
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

(6) Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun
luar negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah

melalui penyelenggaraan pameran industri pertahanan.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran Pemberdayaan

Industri Pertahanan adalah:

(1) Melakukan kerjasama dengan industri luar negeri
dalam penyediaan Alutsista.

(2) Melakukan kerjasama melalui: pendidikan, pelatihan,
alih  teknologi, penelitian dan  pengembangan,

perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

www.peraturan.go.id
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(3) Memberikan kesempatan Industri Pertahanan dalam
negeri untuk memaksimalkan produksi Alutsista

terbaik.
4) Pembangunan karakter bangsa.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan karakter bangsa ditempuh dengan:

(1) Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan
Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi bidang
perencanaan, program  kegiatan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi kegiatan.

(2) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah
maupun pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan
pembinaan kesadaran bela negara.

(3) Membantu K/L terkait dalam pengembangan
pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran
media masa dalam pembentukan karakter bangsa.

(4) Mendorong K/L terkait dalam upaya perbaikan regulasi,
perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik,
hukum, dan ekonomi sebagai salah satu vyang
mendorong terjadinya perubahan mental di tataran
masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari

proses pembangunan karakter bangsa.

b) Strategi kebijakan dalam rangka karekter pembangunan
bangsa ditempuh dengan pembinaan kesadaran dan
kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia
melalui:

(1) Pendidikan kewarganegaraan.
(2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
(3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia
secara sukarela atau secara wajib.
(4) Pengabdian sesuai dengan profesi.
5) Peningkatan  kesejahteraan  prajurit dan  pemeliharaan

profesionalisme.
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Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran

peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan

profesionalisme ditempuh dengan:

(1) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.

(2) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan
latihan prajurit TNI.

Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan

kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme

adalah:

(1) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.

(2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan

latihan prajurit.

6) Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, dan sinergis.

a

b)

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan pertahanan negara vang terintegrasi, modern

dan sinergis ditempuh dengan:

(1) Mengembangkan teknologi sistem pertahanan secara
terintegrasi melalui pembangunan Network Centric
Warfare (NCW) guna pencapaian kesatuan komando
(Unity of Command) dalam pencapaian keputusan.

(2) Mengoptimalkan pembangunan Komando Gabungan
Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI
Terintegrasi (STT).

(3) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar

kekuatan TNI dengan program pemerintah.

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan pertahanan

negara yang terintegrasi, modern dan sinergis adalah:

(1) Strategi pengembangkan teknologi sistem pertahanan
secara terintegrasi melalui pembangunan Network
Centric Warfare (NCW).

(2) Revitalisasi Siskodal TNI dengan konsep NCW pada
tahap core (tahap awal] melalui pembangunan
infrastruktur antara lain pengembangan infrastruktur

Pusdalops TNI, Satelit HUB/ fiber optic/broadband
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terrestrial, dan mirroring sistem/hot backup redundancy
serta mengembangkan sistem dengan kemampuan
akuisisi data dan koneksi ke/dari Pusdalpos-Puskodal
angkatan, pembangunan sub sistem atau inferface
Posko Kotama, dan network management.

(3) Perwujudan interoperabilitas Alutsista antar matra TNI
vang baru dalam bidang komunikasi dan elektronika
(radio komunikasi dan data link) secara integratif.

(4) Penguatan backbone komunikasi prioritas di daerah-
daerah operasi rutin (pengamanan perbatasan,
pengamanan daerah rawan, pengamanan komputer)
memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, dan
Terestrial pita lebar.

(5) Penguatan dan perwujudan integrasi sensor dari pulau
terluar (Natuna, Saumlaki, Biak, Morotai dan Merauke)
ke Pusdalops TNI serta pembangunan dan optimalisasi
Coastal Defense dan Coastal Surveillance System di
sepanjang choke points dan alur pelayaran strategis.

(6) Penguatan peran Pusat Informasi Maritim TNI
(Pusinfomar) dalam mengintegrasikan sistem informasi
maritim nasional dengan pemangku kepentingan terkait
seperti Bakamla, Bea Cukai, KKP, Perhubungan Laut
dan lembaga terkait lainnya dalam upaya mendukung

pelaksanaan tugas TNI.

Strategi optimalisasi pembangunan serta kapabilitas
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan)
dan Satuan TNI Terintegrasi (STT) melalui:

(1) Melaksanakan lanjutan pembangunan $Satuan TNI
Terintegrasi di Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke
Morotai, dan Biak.

(2) Melanjutkan Pembangunan Sarana  prasarana
Makogabwilhan I di Tanjung Pinang, Makogabwilhan II
di Balikpapan, dan Makogabwilhan III di Timika.

Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI

dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan

www.peraturan.go.id
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TNI vang mendukung dan sinergis dengan pengembangan

wilayah satrategis nasional.

e)] Meningkatkan  profesionalisme  prajurit TNI dalam

pengawakan Alutsista TNI yang menerapkan teknologi

mutakhir dan mampu beroperasi secara interoperability.

(1)

(2)

Pengembangan doktrin, pendidikan dan latihan
pengawakan alutsista mutakhir guna meningkatkan
interoperability antar matra TNI.

Pengembangan konsep interoperability dalam kerangka
operasi gabungan TNI secara mulai dari level strategis

sampai dengan taktis operasionalnya.

7) Pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil

Terluar/ Terdepan (PPKT)

a) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran

Pembagunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil

Terluar/Terdepan (PPKT) ditempuh dengan:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mengoptimalkan pengintegrasian peran dan fungsi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan
memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola
Perbatasan.

Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan
Pulau-Pulau  Kecil Terluar/Terdepan, termasuk
peningkatan gelar kekuatan TNI di pulau-pulau kecil
terluar/terdepan yvang bersifat strategis.

Meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan
secara terpadu di wilayah perbatasan.

Mewujudkan  pembangunan  pangkalan-pangkalan
militer baru yvang dilengkapi dengan fasilitas perawatan
personel, fasilitas kesehatan dan pendidikan umum
guna meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit dan
anggota keluarganya.

Mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral
dan/atau multilateral dengan  mengedepankan

penyelesaian masalah perbatasan secara damai.
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Strategi untuk mencapai sasaran pembagunan wilayah
perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)
adalah:

(1) Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di
kawasan perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di
Kalimantan.

(2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan K/L,
khususnya BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah
prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan
darat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan
Papua berbasis tata ruang.

(3) Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di
kawasan pulau-pulau strategis terluar, terdiri dari:
Natuna, Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak.
Pembangunan diarahkan pada terciptanya kekuatan
TNI secara terpadu, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Disamping itu tetap meningkatkan upaya pengawasan,
penjagaan, dan penegakan hukum serta pemberdayaan
di kawasan tersebut.

(4) Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas
umum, fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada
pangkalan-pangakan militer yang ada dan yang akan
dibangun guna meningkatkan kesejahteraan prajurit
yvang bertugas.

(5) Membangun sarana dan prasarana berupa wahana
monitoring dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit
di wilayah perbatasan dengan menggunakan Radar dan
Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/drone untuk
mendapatkan data dan informasi secara real time serta
terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya
peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.

(6) Meningkatkan kerja sama dengan K/L terkait dan
Pemda guna memperkuat peran TNI melalui TNI

Manunggal Masuk Desa (TMMD) dalam membantu
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percepatan pembangunan fisik dan non fisik secara
sistematik, berlanjut, dan terpadu.

(7) Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai
pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara
dan pembangunan kawasan perbatasan, dan tim
koordinasi pengelolaan PPKT vyang diketuai oleh
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT
agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
dan mensinergikan program pembangunan yang
dilakukan oleh K/L terkait dan Pemda dengan mengacu
pada rencana induk pengelolaan perbatasan negara.

(8) Mendukung K/L  terkait dalam  peningkatan
perundingan perbatasan dan diplomasi secara bilateral
dan/atau multilateral secara damai mengenai batas
wilayah negara untuk mempercepat penyelesaian

perbatasan dengan negara tetangga.
8) Peningkatan kerjasama internasional.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran

peningkatan kerjasama internasional ditempuh dengan:

(1) Peningkataan kerjasama dengan negara-negara di

kawasan Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan.

(2) Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan K/L

terkait dalam diplomasi pertahanan.

(3) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian

di berbagai kawasan.

b) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan
kerjasama internasional adalah:

(1) Melaksanakan dialog strategis pertahanan dan

keamanan, membangun kemitraan strategis dengan

negara-negara sahabat untuk menciptakan rasa saling

www.peraturan.go.id
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percaya, mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu
keamanan yang menjadi perhatian bersama.

(2) Mengatasi isu-isu keamanan bersama dengan saling
berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan
mengatasi ancaman aktual yang menjadi kepentingan
bersama termasuk mendorong peningkatan kapabilitas
pertahanan negara.

(3) Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian
di berbagai kawasan dan tetap mempertahankan 10
besar negara pengirim PMPP.

(4) Melaksanakan kegiatan operasi dan latihan bersama
dengan negara sahabat dalam rangka memperkuat
kemitraan strategis dengan sesama kekuatan Angkatan
Bersenjata negara sahabat.

(5) Melaksanakan kegiatan diplomasi pertahanan yang
melibatkan pengiriman Alutista dan personel TNI ke
negara sahabat dalam bentuk muhibah, pameran
bendera kapal perang, pameran dan demonstrasi

Alutsista di luar negeri.
9) Pembangunan kelembagaan.

a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan kelembagaan ditempuh dengan:

(1) Pembangunan dan penataan sistem pertahanan sistem
pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan
Timur sebagai lokasi pemindahan ibukota baru.

(2) Mendorong terbentuknya komponen cadangan.

(3) Mendorong terbentuknya komponen pendukung.

(4) Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain
kekuatan bangsa dalam rangka @ terwujudnya
pertahanan nirmiliter.

(5) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di
daerah guna membangun sumber daya nasional secara
lebih komprehensif.

(6) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri.

www.peraturan.go.id
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Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional.
Penguatan kapasitas lembaga intelijen.

Pembentukan lembaga lainnya yang terkait

Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan

kelembagaan adalah:

(1)

(2)

(3)

Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer

terpadu diselenggarakan melalui:

(a) Mengoptimalkan pembangunan  Kogabwilhan,
Koopssus dan Pusinfomar serta Satuan TNI
Terintegrasi (STT).

(b) Merencanakan dan menata satuan-satuan TNI
guna meningkatkan dan memperkuat pertahanan
ibukota.

(c) Merencanakan strategi dan postur pertahanan
vang tepat dihadapkan pada kondisi dan konstelasi
geografis wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya
kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.

Mendorong  terbentuknya  komponen  cadangan,

diselenggarakan melalui:

(a) Menyusun peraturan perundang-undangan
sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN
vang telah disahkan.

(b) Melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan
dasar kemiliteran, dan penetapan dalam
pembentukan komponen cadangan matra darat,
laut dan udara.

Mendorong terbentuknya komponen pendukung,

diselenggarakan melalui:

(a) Menyusun peraturan perundang-undangan
sebagai penjabaran dari Undang-Undang PSDN
yvang telah disahkan.

(b) Melaksanakan pendataan, pemilahan, pemilihan,
dan verifikasi terhadap komponen komponen

pendukung.
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(4) Penataan dan penguatan unsur utama dan dan unsur
lain kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya
pertahanan nirmiliter yang mampu menghadapi
ancaman nonmiliter, diselenggarakan melalui:

(a) Merumuskan peraturan perundang-undangan
terkait pelibatan TNI dalam pertahanan nirmiliter.
(b) Mendorong K/L dalam merumuskan kebijakan/
aturan terkait penyelenggaraan pertahanan

nirmiliter.

(5) Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di
daerah guna membangun sumber daya nasional secara
lebih komprehensif untuk kepentingan pertahanan

negara, diselenggarakan melalui:

(a) Penataan koordinasi melalui perwakilan
Kementerian Pertahanan di daerah. Hal tersebut
ditujukan untuk menjembatani kepentingan aspek
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di
daerah, sehingga terdapat keterpaduan langkah
dan gerak dalam mengantisipasi, mencegah,
menangkal, dan menindak segala bentuk
ancaman.

(b) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan
Pemda melalui optimalisasi perwakilan

Kementerian Pertahanan di daerah.

(6) Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan
republik Indonesia di luar negeri yang mampu
menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas

dan terkoordinasi, diselenggarakan melalui:

(a) Optimalisasi peran dan fungsi atase pertahanan
dalam mencapai tujuan diplomasi pertahanan
guna mencapai kepentingan nasional dan
mendukung kebijakan nasional di bidang

pertahanan, dan dalam rangka berkontribusi bagi
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terciptanya stabilitas keamanan regional maupun
global.

Penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI
dalam rekrutmen, pengawasan dan pembinaan
administrasi, personel, operasi, materiil dan
anggaran atase pertahanan yang dilaksanakan

oleh Mabes TNI.

Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional

sehingga mampu mengintegrasikan dan tercapainya

koherensi kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan

dan keamanan secara komprehensif.

Penguatan kapasitas lembaga intelilen untuk

pertahanan negara, diselenggarakan melalui:

(2)

(b)

(c)

(d)

Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan
kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal
dini.

Peningkatan tata  kelola, koordinasi, dan
pertukaran informasi sehingga tercipta
interoperabilitas antar institusi intelilen baik
militer maupun nirmiliter di pusat maupun daerah
vang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.
Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi
intelijen melalui intelijen manusia ataupun
intelijen tehnik yang bersumber dari alat peralatan
intelijen terestrial, hidrospasial, aero/geospasial,
termasuk juga intelijen siber.

Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah
analisa hubungan (link analysis), analisa
kecenderungan (ftrend analysis), analisa bentuk
atau pola (pattern analysis), analisis antisipasi
(anticipatory analysis), analisis teknis (technical
analysis), analisis anomali (anomaly analysis),
analisis budaya (cultural analysis), analisis

semiotika (semiotics analysis), ataupun analisis
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lain yang relevan dalam suatu metodologi riset,
guna mendapatkan informasi intelijen yang akurat.

(e) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat
penunjang kerja dan material Kkhusus intelijen yang
sesuai dengan perkembangan teknologi.

() Peningkatan  profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan
dan pelatihan bidang intelijen dilakukan baik di

dalam maupun luar negeri.
(9) Pembentukan kelembagaan.

Pembentukan lembaga lainnya yang dibutuhkan
untuk pertahanan militer maupun pertahanan
nirmiliter. Pembentukan lembaga tersebut disesuaikan
dengan lembaga-lembaga yang telah ada yang ditujukan
untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan
responsibilitas institusional dalam rangka menghadapi
berbagai kemungkinan ancaman yang berimplikasi
pada stabilitas nasional. Salah satu potensi diantaranya
adalah penguatan satuan berkemampuan Kimia Biologi
Radio aktif Nuklir Elektromagnetik (KBRNE) dan
perencanaan untuk mulai memperkuat kemampuan
KBRNE pada semua matra darat, laut, dan udara, yang
bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait
vang berkemampuan KBRNE seperti BATAN, BAPETEN,
Lembaga Pasteurisasi, serta lembaga riset terkait
lainnya. Potensi lain adalah berkenaan dengan

antariksa.

Kerangka Regulasi.

Dalam rangka untuk mendukung tercapainya sasaran Pembangunan
Nasional tahun 2020 - 2024, dan untuk Operasional arah kebijakan
Kementerian  Pertahanan, diperlukan kerangka  Regulasi untuk
melaksanakan Strategi Kementerian Pertahanan dan untuk mencapai

sasaran Strategis Kementerian Pertahanan.
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Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan adalah
dengan melaksanakan penyempurnaan/Revisi, membentuk dan mencabut
terhadap peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan
Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan
lainnya dibawah Peraturan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Sub

Lampiran B dari Lampiran.

9. Kerangka Kelembagaan.

Organisasi Kemhan dan TNI dalam pembangunan pertahanan negara
mempedomani konsep pengembangan, pembinaan dan penggunaan
kekuatan pertahanan. Pembangunan pertahanan negara dalam lima tahun
kedepan masih dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan

strategis sehingga diperlukan penyesuaian organisasi.

No Kegiatan prioritas Kebutuhan organisasi Keterangan

1 | Wawasan Kemhan

kebangsaan dan bela | Pengembangan Organisasi
negara serta | Kodam jajaran TNI AD,
Pembangunan IKN Pangkalan Utama TNI AL dan
Pangkalan Udara TNI AU.

2 | Penguatan Mabes TNI
Keamanan dalam | a)] Pembentukan Pusat
negeri dan pengadaan TNI.
Penguatan b) Pembentukan Pusat
Kemampuan psikologi (Puspsi TNI).
Pertahanan c) Pembentukan Pusat

Reformasi Birokrasi (Pus
RB TNI).

d) Pembentukan Pusat
Pengkajian Strategi,
Penelitian dan
Pengembangan
(Pusjianstralitbang TNI).

e) Validasi Sekolah Staf dan
Komando (Sesko TNI).
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g)

h)

J)

Validasi Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian
(PMPP TNI).

Validasi Badan Pembinaan
Hukum (Babinkum TNI).
Validasi Pusat Keuangan
(PuskuTNI).

Validasi Komando
Pertahanan Udara Nasional
(Kohanudnas) menjadi
Komando Operasi
Pertahanan Udara Nasional
(Koopsudnas).
Pembentukan organisasi
Satuan TNI Terintegrasi
Natuna, Saumlaki/Selaru,

Merauke, Morotai dan Biak

TNI AD

a)

b)

)

d)

Pengembangan Organisasi
Kostrad.

Pengembangan Organisasi
Kopassus.

Pengembangan Organisasi
Kodam jajaran TNI AD.
Pengembangan Organisasi

Pendukung.

TNI AL

a)

b)

Penataan organisasi di
tingkat Mabesal/Balakpus.
Validasi organisasi di
tingkat Kotama Bin TNI
Angkatan Laut (Koarmada,
Kolinlamil, Kormar,

Kodiklatal, Pushidrosal).
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)

d)

Validasi organisasi
Lantamal menjadi
Kodamar.

Penataan organisasi Lanal,
Lanudal dan Posal di
jajaran TNI Angkatan Laut.
Penataan organisasi
Rumah Sakit di jajaran TNI
Angkatan Laut.

TNI AU

a)

b)

Validasi Kohanudnas
menjadi Koopsudnas,
koopsau menjadi Koopsud
(berada di bawah
Koopsudnas).

Pengembangan organisasi
Koopsud jajaran TNI AU.
Pengembangan Organisasi
Koharmatau TNI AU.

Pengembangan organisasi
Korpasgat TNI AU.

Pengembangan organisasi
Kosekhanud jajaran TNI
AU.

Pengembangan organisasi

pendukung TNI AU.

3 | Penguatan

Keamanan siber

b)

Pengembangan Pusat
Informasi Maritim (Pus
infomar TNIj.

Validasi Badan Intel
Strategis (Bais TNI).
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

10. Target Kinerja.

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas
Polhukhankam dan terlaksanannya tranformasi pelayanan publik, pada
sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional ditetapkan target dan
indikator yang terkait bidang pertahanan sampai tahun 2024 meliputi:

a. Global Fire Power Index: 0,20.
b. Terpenuhinya Essential Force (EF): 100%.
c. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista: >

50%.

d. Skor Global Cyber Security Index: 0,838

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional)
RPJMN tahun 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu
pembangunan yang terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan
dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyvek yang memiliki
nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas
pembangunan. Pada RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan 41 Major Project
vang dirinci hingga proyvek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana
vang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project
melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Major Project menjadi
acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN

tahunannya.

Di dalam pelaksanaannya, Major Project dan indikasi pendanaannya
dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan
pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif
Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara
lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.
Selain itu, Major Project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga
sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus
dipantau dan dikendalikan.
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Pada RPJMN tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) Major Project yang

dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI yaitu:

Tabel - 1

Major Project Penguatan NSOC — SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

3. Pembangunan SOC (BSSN, BIN, Kementerian Pertahanan /TNI, Polri, Kejaksaan).
4. Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah (BSSN].

Latar 1. Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malvare /trojan-activity sebesar 92% dari total
Belakang 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
2. Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi
sebesar 56% (Jan 2019).
3. BSSN hanya memiliki satu sistemn monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan
di Indonesia.
4. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan
aduan keamanan siber.
5. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait
1. Menurunnya insiden serangan siber; 3. Meningkatnya pelayanan multt
Manfaat 2. Meningkatnya kemampuan bersama muifi  stakeholder stakeholder keamanan siber melalui
keamanan  siber  dalam  melakukan  deteksi  dini pusat informasi terpadu bagi
serangan/ancaman siber; magsyarakat;

4. Meningkatnya integrasi dan sharing data
informasi antar sfakeholder terkait (baik
pemerintah, swasta, dan komunitas siber
lainnya).

Durasi 2020-2024 (5 Tahun)
Indikasi Target Indikasi
Pendanaan
2020 2021 2022 2023 2024 Total
* Penguatan * Penguatan Penguatan Penguatan » Penguatan * Kapasitas Rp 8,0
NSOC BSSN. NSOC BSSN NSOC BSSN NSOC BSSN NSOC BSSN SDM Triliun
Indikasi | Peningkatan | Penguatan Penguatan Penguatan e Peningkatan Kamsiber (APBN)
Target dan| kapasitas SOC Tahap | SOC Tahap s0C kapasitas 3600 orang
Pendanaan gpM ¥Peringkatan 1. Tahap II1. SDM e Penguatan
Kamsiber WA Ty PURIREEIE Kamsiber 700 S0OCdi 5 KL
SO prane; SDM kapasitas kapasitas erang 100%
¢ Pembentukan Kamsiber SDM SDM e Pembentukan
Hal 700 orang. Kamsiber 700 Kamsiber 700 Lo < Eemcediiien
penguatan + Pornberitulkan orang. orang. penguatan CSIRT 121
CSIRT 15 RSN —— - CSIRT 27 KLD100%.
KLD. KLD.
CSIRT 25 dan dan
KLD. penguatan penguatan
CSIRT 27 CSIRT 27
KLD KLD.
Pelaksana |Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Nasional R.I; Kementerian Pertahanan /TNI; Badan Intelijen Negara,
Kejaksaan Agung.
Highlight 1. Peningkatan Kapasitas SDM CSSA (BSSN, BIN, Kementerian Pertahanan /TNI, Polri, Kejaksaan).
Proyek 2. Perluasan cakupan NSOC (BSSN).

www.peraturan.go.id
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Tabel - 2

Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

2021, No.848

Latar 1. Adanya eskalasi ancaman di wilayahNatuna,
Belakang 2. skalasi ancaman di wilayahNatuna;,

3. adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, Hlegal Unreported
and Unregulated Fishing ((UUF), trans-national aimes serta lemahnya sistem
pengelolaan pengamanan navigasi.

Manfaat 1. Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna,;
2. Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, frans-
national aimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.
Durasi 2020-2024 (5 tahun)
INDIKASI TARGET INDIKAST
PENDANAAN
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase |Persentase Persentase |Persentase Persentase Rp12,2 Triliun
Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan (APBI)
Indikasi Alutsista Alutsista Alutsista Alutsista Alutsista dan
Target dan dan dan Sarpras |dan dan Sarpras | Sarpras
Pendanaan Sarpras Satuan TNI |Sarpras Satuan TNI | Satuan TNI

Satuan TNI |Terintegrasi [Satuan TNI |Terintegrasi |Terintegrasi

Terintegrasi |di Natuna Terintegrasi |di Natuna di Natuna

di Natuna |55%. di Natuna |85%. 100%.

40%. 70%.

Persentase |Persentase Persentase |Persentase |Persentase

Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan |Kecukupan

Alpalkamla |Alpalkamla |Alpalkamla |Alpalkamla |Alpalkamla

dan Sarpras |dan Sarpras |dan Sarpras|dan Sarpras |dan Sarpras

Bakamla Bakamla di |Bakamla Bakamla di |Bakamla di

di Natuna |Natuna 47%. |di Natuna |Natuna 80%.|Natuna 100%.

40 %. 60%.

Pelaksana 1. Kementerian Pertahanan /TNI.

2. Bakamla.

Highlight 1. Pengadaan Alutsista TNI AL.

2. Pembangunan Sarpras Pertahanan dan dukungannya.

3. Sistem Peringatan Dini Kamla,

4, Pengadaan Alpalhankam.

S. Pembangunan Sarpras Kamla.

11. Kerangka Pendanaan.

Untuk mewujudkan

sasaran

strategis

vang telah ditetapkan

selanjutnya dijabarkan dalam program Kemhan dan TNI yang terdiri atas 9

(sembilan) program generik dan 18 (delapan belas) program teknis dengan

kerangka kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM],
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Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/KE). Sesuai

dengan sifat dari program yang akan dilaksanakan, pendanaan Rupiah

Murni merupakan sumber pendanaan yang umum, Pinjaman Luar Negeri

hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan

diadakan dari luar negeri, pendanaan dalam negeri diutamakan dalam

rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Tabel -3
Indikasi Pendanaan Non Operasional
Kemhan dan TNI 2020-2024

(Dalam Miliar
INDIKASI
NO PROGRAM BELANJA NON-
OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
1 | Program Dukungan Manajemen dan 11.057,7
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pertahanan
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 81.078.5
Aparatur Kementerian Pertahanan
3 | Program Pengawasan dan Peningkatan 103.7
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan
4 | Program Penelitian dan Pengembangan 2.525,3
Kementerian Pertahanan
Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
° Pertahanan /TNI 530,8
6 | Program Strategi Pertahanan 175,6
7 | Program Perencanaan Umum dan 83,0
Penganggaran Pertahanan
8 | Program Pengembangan Teknologi dan Industri 10.595,8
Pertahanan
9 | Program Potensi Pertahanan 907,7
10 | Program Kekuatan Pertahanan 176.,2
11 | Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan 14.718,6
Integratif
12 | Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ 7.07,1
Sarpras Integratif

www.peraturan.go.id
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13 | Program Profesionalisme Prajurit Integratif 3:008:5

14 | Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 18.556,8

15 | Program Modernisasi Alutsista dan Non 35.308,6
Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

16 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel 12.204,5
Matra Darat

17 | Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 23.480,6

18 | Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama 27.644,7
Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta
Pengembangan Fasilitas dan Sarana
Prasarana Matra Laut

19 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel 4.028,1
Matra Laut

20 | Program Dukungan Kesiapan Matra Udara 30.789.,8

21 | Program Modernisasi Alutsista Dan Non 16.404,3
Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan
Sarpras Matra Udara

22 | Program Peningkatan Profesionalisme Personel 4.783,9
Matra Udara

23 | Program Penyelenggaraan Manajemen dan 4.727,9
Operasional Integratif

24 | Program Penyelenggaraan Manajemen dan 40.970,7
Operasional Matra Darat

25 | Program Penyelenggaraan Manajemen dan 16.279,5
Operasional Matra Laut

26 | Program Penyelenggaraan Manajemen dan 11.872 .2
Operasional Matra Udara

27 | Program Pembinaan Instalasi Strategis 553,8
Pertahanan

JUMLAH 379.648,1
Keterangan :

Indikasi target dan Pendanaan Dimutakhirkan melalui RKP dengan

Mempertimbangkan:

a)
b)

)

Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;

Ketersediaan dan sumber Pendanaan;

Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan dan Masyarakat.
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Tabel - 4
Indikasi Pendanaan Prioritas Nasional
Kemhan dan TNI 2020-2024

(Dalam Miliar
Program; Kegiatan/ } Indikasi Target Jumlah
KL ok Indikator
2020 2021 2022 2023 2024
UO Kementerian Pertahanan 903409
012 Program Peningkatan Sarana dan 768542
Prasarana Aparatur Kementerian
Pertahanan
012 Pembangunan Sarana dan 10160
Prasarana Pertahanan di Wilayah
Perbatasan
012 Pembenguncn JIFP Panjang JIFP 200km 200 fom 200km | 200km 200 fom 10160
Pengadaan Barang dan Jasa
012 758382
Alpalhan
Pembangunan dan Upgrade RS THI Jumlah RS TNIAD 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
012 w75 yang di Upgrade (Tahap 1) | (Tahap 2]| (Tahap 3)| (Tahap 4) 6000
Pembangunan dan Upgrade RS THI Jumlah RS TNIAL 2 unit 2 unit 2 unit
012 i yang di Upgrade (Tahap 1)| [Tahap 2)| (Tahap 3) 3300
Pembangunan dan Upgrade RS TNI Jumlah RS TNI AU 2 unit 2 unit 2 unit
012 | Wy yang di Upgrads (Tahap 1) | (Tahap 2)| (Tahap 3) 3500
012 Alutsista Strategis Luar Negeni Jenis Alutsista 4 4 4 4 4 745382
Strategis Luar jenis jenis jenis jenis jenis
Negeri yang
diadakan
012 Program Penelitian dan 23300
Pengembangan Kementerian
Pertahanan
012 Penelitian dan Pengembangan 21500
Sumber Daya Pertahanan
012 Propelan Terbangunnya Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3| Tahap 4| Tahap 5 21500
Sarana Produksi
Propelan
012 Penelitian dan Pengembangan Iptek 1800
Pertahanan
012 IPTEKHAN bidang daya tempur Tahap Prototipe Tahap 2 Tahap 3| Tahap 4| Tahap5 1800
012 Program Pengembangan Teknologi 10.462 0
dan Industri Pertahanan
012 Produksi Alutsista Industrd dalam 10.469 0
Negeri dan Pengembangan Finak
Industri Pertahanan
012 Pengadaan Alpalhan Industri Jenig Alpalhan yang 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 10.462 0
Pertahanan diadakan
012 Pengembangan bela negara Jumlah Kader Bela 42700 43000 43000 43000 43000 1817
Negarayang
memiliki Nilai-Nilai
Bela Negara
012 Program Pembinaan Instalasi 5060
Strategis Pertahanan
012 Pengelolaan Pertahanan Siker 5060
012 Pengembangan Sistem Pertahanan Jumlah sistem 65istem 3 Sistem| 2 Sistem| 3 Sistem 550
Siber pertahanan siber
yang dikembanglkan
012 Revitalisasi infrastruktur dan presentase 100% 650
jaringan siber Pushansiber peningkatan
kualitas jaringan
012 Sistem Pengamanan Pangkalan Jumlah pangkalan 1 = s 1 640
[Smart Building Pushansiber] yang diberikan Pangkalan Pangkalan
sistem pengamanan
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Program; Kegiatan/ Indikasi Target Jumlah
KL - H Indikator
R 2020 2021 2022 2023 2024
012 Peningkatan 11 unit Server Data Jumlah sub sistem 11 Unit o s s 28
Center Pushansiber dari Server Data
Center
012 Pembangunan Sistem Cyber waktu analisa 15 Menit _ _ _ 1250
Intelegent Analytica Pushansiber ancaman/ serangan
siher
012 Pengembangan Laboratorium Jumiah peralatan 20 _ _ _ 1000
Offensive dan Defensive Pushansiber Laboratorium Offensive
Offensive dan dan 12
Defensive Defensive
012 Pengembangon Feralatan don Jumicah Peralatan 2 Paeet - - e 400
Kapasitas Tim CERT Pushansiber dan fpasitas Tim
CERT
012 Pengadaan Anti Drone Jumiah Peralatan s i 1 Pobeet % 2 2.5
Anti Drone
012 Pendiditon don Pelatihan TIK di Jumiah SDMTIK 100 100 100 100 52,0
Bidang Siber Bidang Siber Lutusan | Lubisan | Lubusan | Lubusan
UO MABES TNI 3.326,0
012 Program Modermisasi Alutsista/Non- 29510
Alutsista/ Sarpras Integratf
012 Pengadaan Rantis Sucad Ranpur 797,9
dan Sucad rantis
012 Alutsista Mabes TNT Jenis Rantis, Suoad 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 7979
Ranpur dan Sucad
rantis
012 Pengadaan munisl fealiber feci 506,9
012 Alutsista Mabes TNT Jenis nunisi foadiber 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 506,9
feecil Mabes TNT
yang diadatian
012 Pengadaan munist fchusus 51,4
012 Alutsista Mabes TN Jenis nunisi fchusus 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 51,4
Mabes TNI yang
diadaton
012 Pengadaan munisi fualiber besar 4288
012 Alutsista Mabes TN Jenis nunisi fuadiber 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 4288
besar Mabes TNT
yang diadaian
012 Pengadaan senjata 366,0
012 Alutsista Mabes TN Jenis senjata Mabes 3 Jenis & Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 366,0
TNT yang diadabon
012 Pengadaan non-Alutsista/ senjata 400,0
012 Pembangunan Fertahanan Siber Jumiah Sistem 1 1 1 1 400,0
Mabes TNI Pertahanan Siber Sistem Sistem Sistem Sistem
Mabes TNI
012 Pembangunan Sapras penduinng 400,0
012 FPembongunan SaprasMabes TNI Jumiah M2 10000 10000 10000 10000 400,0
Pembangunan
SarprasMabes TNT
012 Program Penggunaan Ketuatan 375,0
FPertahanan Integratif
012 Operasi Militer Selcan Percng fOMSF) 375,0
012 Batai TNT di Wilayah Rawan dan Jumiah Batai TNT di & & & & 375,0
Bencana Wilayah Roavan dan Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan
Bencana
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Program; Kegiatan/ Indikasi Target Jumlah
KL - H Indikator
002 2020 2021 2022 2023 2024
UO TNI AD 12.477,0
012 FProgram Dwaungon Kesicpan Matra 3.825,5
Darat
012 Pemelharaan/ Perawatan Kendaraan 1.175,0
Tempur
012 Alutsista TNI AD Jenis kendaraan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 1.175,0
tempur TNI AD
dengan Fresentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 Pemeliharaan/ Perawatan Pescwat 826,0
Terbang (Sabang)
012 Alutsista TNI AD Jenis pescwat 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 826,0
terbang TNI AD
dengan Fresentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 FPemeliharaan/ Percawwatan Senjata 1.8245
dan Munisi/ Alpal
012 Alutsista TNT AD Jenis senjata don 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 1.8245
runis/ adpad TNT AD
dengan Fresentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 FProgram Modemisast Alutsista don 86515
Non Alutsista/ Sarcna dan Prasarena
Matra Darat
012 Pengadaan/Fengganticn Kendaraan 1.567,0
Tempur
012 Alutsista TNT AD Jenis kendaraan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 1.567,0
tempur TNI AD yang
diadaton
012 Pengadaan/FPenggantion Fescuvat 1.2195
Terbang (Sabang)
012 Alutsista TNI AD Jenis pescvat 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 1.2195
terbang TNI AD
yang diadaiian
012 Pengadaan/FPengganticn Senjata dan 11000
Munisi
012 Alutsista TNTAD Jenis senjata TN 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 11000
AD yang diadaiian
012 Pengadaan/FPengganticn Materiad 655,0
Non Abutsista
012 FPembangunan Fertahanan Siber TNI Jumiah Sistem 1 18 i8 i8 655,0
AD Pertahanan Siber Sistem Sistem Sistem Sistem
TNI AD
012 Pengembangan Falbitas Sarana dan 41100
FPrasarcna Matra Darat
012 Pembangunan Fos Pamtas Jumiah Fos Pamtas 12 Pos 8 Pos 9 Pos 7 Pos 7 Pos 1100
yang dibangun
012 Pembangunan Sarpras TNI AD Jumiah M2 658000 88000 21000 95000 9000 4.000,0
Pembanguncn
Sarpras TNT AD
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Program; Kegiatan/ Indikasi Target Jumlah
KL - H Indikator
002 2020 2021 2022 2023 2024
UO TNT AL 41.7730
012 FProgram Dwiaungon Kesiopan Matra 183160
Lot
012 Pemeliharaan/ Perawwatan Seniekc dan 1686, 0
Aranisi Matra Lot
012 Atutsista TNT AL Jenis senlek dan 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 166, 0
amunist TNT AL
dengan Fresentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 Pemelharaan/ Percuwatan Alpung, 16.000 0
KRI, Kal dan Ranpur/Rantis Matra
Lot
012 Atutsista TNT AL Jenis alpung, KRI, & Jenis & Jenis & Jenis & Jenis & Jenis 16.000 0
KAL, don
ranpur/ rantis TN
AL dengan
Presentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 Penyeienggaraan Operasi Militer 12000
Selain Perang Matra Lawt dan
Penegabuan Huloem serta Penjagaan
Keamanan di Wilayah Laut Yurdist
Nasional
o012 Operasi Militer Seicin Pereng {OMSF) Jumiah operasi 20 20 20 20 1.2000
Matra Lovet Operasi | Operasi Operast Operasi
012 Pemeliharaan/ Perawatan Pesud dan 2500
Sarana Prasarana Penerbangan
Matree Lowet
012 Abtutsista TNT AL Jenis pesud TNI AL & Jenis & Jenis & Jenis & Jenis & Jenis 2500
dengan Fresentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 FProgram Modemisast Alutsista fAlat 23.457,0
Utana Sistem Pertahanan) don Non
Alutsista Serta Pengembangan
Fasilitas dan Sarana Prasarana
Matra Lot
012 Peningloatan /Pengadaan Seniekc dan 3.497,0
Aranisi Matra Lowt
012 Alutsista TNT AL Jenis senlekc dan 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 3.497,0
amunist TNT AL
yang diaddaiian
012 Peningluatan /Pengadaan Pesud dan 18410
Sarana Prasarana Penerbangan
Matra Lovet
012 Alutsista TNT AL Jenis pesud TNI AL 4 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 1.841,0
yang diaddaiian
012 Peningluatan /Pengadaan Fasilitas 2.219,0
dan Sarpras Matra Lot
012 FPembangunan Fos AL Jumiah pos AL yang 15 Pos 16 Pos 16 Pos 16 Pos 16 Pos 3000
dibangun
012 Pembenguncn Sarpras TN AL Jumiah M2 10000 10000 10000 10000 10000 2.019,0
Pembonguncn
Sarpras TNT AL
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Indikasi Target Jumlah
KL Program/ Kegiatan/ Proyek Indikator
2020 2021 2022 2023 2024
012 Pembangunan Fertahanan Siber TNI Jumiah Sistem 1 1 1 1 400,0
AL Pertahanan Siber Sistem Sistem Sistem Sistem
TNT AL
U0 TNT AU 35.071,0
012 Program Dwiaungan Kesicpan Matra 282840
Udara
012 Pemebharaan/ Perawatan Pesawat 25.0000
Udara, Senjata dan Aimatsus
Lainnya
012 Abutsiste TNT AU Jenis pescavat 13 13 13 13 13 25.0000
udara, senjata, don Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
almatsus TNT AU
dengan Presentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 Pemebharaan/ Peraowatan Radar, P 32.284,0
dan Alat Komiek Lainnya
012 Abatsista TNT AU Jenis radar, PSU, 3 3 3 3 3 3.284,0
dan alat fromiekc TNT Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
AU dengan
Presentase
Pemenuhan Norma
Hanwat 100%
012 Program Modemisasi Alutsista Dan 6.787,0
Non Alutsista Serta PFengembangan
Fasilitas Dan Scpras Matra Udara
012 Peningluatan /Fembangunan Fasilitas 1.987,0
dan Sarpras Matra Udara
012 Pembonguncn Sarpras TNI AU Jumiah M2 10000 10000 10000 10000 10000 1.987,0
Pembonguncan
Sarpras TNT AU
012 Peningluatan /Fengadaan Pescuvat 1.200,0
Udara
012 Alutsista TNT AU Jenis pescvart & & & Jenis & 1.200,0
wdara TNT AU yang Jenis Jenis Jenis
diadaton
012 Peningluatan /Fengadaan Radar, Psu 1.2000
dan Alat Komiek Lainnya
012 Alutsista TNT AU Jenis Radar, Psu & & & Jenis & 1.2000
dan Alat Komieke TNT Jenis Jenis Jenis
AU yang diadatuon
012 Peningluaten /FPengadaan 2.000,0
Senri/ Senrat
012 Alutsista TNT AU Jenis Senri/ Senrat 4 4 4 Jenis 4 2.0000
TNT AU yang Jenis Jenis Jenis
diadaton
012 Pengadaan Peralatan Non Alutsista 4000
Jumiah Sistem
Pembangunan Fertahanan Siber TNI 1 1 1 1
012 Pertahanan Siber 4000
AU Sistem Sistem Sistem Sistem
INT AU
JUMLAH 1829879
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Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional ke-2 (dua) Kemhan dan TNI
dialokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu
Kota Negara (IKN) sebesar Rp. 25.250 Miliar.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan Redesain sistem
perencanaan dan penganggaran terdapat perubahan nomenklatur program
dan kegiatan untuk Kemhan dan TNI. Secara rinci alokasi mengenai Matrik
Kinerja dan Pendanaan Renstra Kemhan dan TNI tahun 2020-2024

tercantum dalam Sub Lampiran A dari Lampiran.
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BAB YV
PENUTUP

12. Penutup.

Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
tahun 2020-2024, agar dijadikan acuan bagi masing-masing Unit
Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI dalam rencana penyelenggaraan
Pertahanan Negara. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024
sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
dukungan data dan informasi, sumber daya manusia dan sumber
pendanaan, serta komitmen dari semua pihak untuk menjalankan tugas

dan fungsinya dengan baik dan akuntabel.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Paraf:

Karo Turdang



2021, No.848

-61-

SEUUey o]
UBTUNLIBTIY]
OXUSWIOY]

npuayy

g uep ueduswuoy]

"Brsauopu]
[euorseN eIgjua ], Suejud)
+00¢ unye], ¢ JI0WoN
BISSUOpU] Fgqndayy

Suepun-Suepun

‘uedop o3 sedn) uBIMUN) UBp
ueduny3dur
ueduap Tensos uUREdBqUUIIY

ueduequuaxiod

HH@SSOQH mrejeuu ure] eiejue

nnluepfepunip ey ngesioy

5 BIE32N ) 3
U OSTUOY] eUEIog S uByeqnIsg ueeIedousy
wresnyodosusuroy] 7OOZ UNUeL € JIOWoN uep ueeredoue}e)oy WSS
NIy BISauopu] Anaqnday weep Jesepuowi  ueyeqnIad
naxuay] Suepun-Suepun ueyiseyduotu  yYeE)  qreq
WEYUNWOY] Elsauopuf yige Sued es8ueq uedop
Lidepway] vEM qudey ] b esewr uep usdnprjey ejeusw
w. U LO0c UnYel & ymun  erssuopu]  esdueq | i e
bl il A B Jowo) Suepun-Suepun : [euoiseN eIRjus], 3Suslull  $00Z
INL seqeiy CHET UNUEL RIN | YPOUCWSS U0 BUIOPp SUBA | ynypy e sowop Swepun-Suepun
2Z0Z-000g unye], Ljod mesep 3duepupn-Suepun BISSUOPU] [PUOISEU ISBUWLIOISY - | sy ueyeqnied Sumyual NNy '®
L1980 we[e UurURWESY] Usjendusd I
NVILITHNHd NYAd
NVICY “ONILSISYE ISYINDHAA
ISNLILSNI NN LYNVIAY / LIVSIAL ISVOTVAH NYIVSVYAIdd ISVINDHA NVHNLNGHEN NV.LY
NIAVM LdDAV.L [ LIVSTIAL LINN ISVIiNodd NVINLNAIWHd ISNEDAN /NVA ISVINDTA VIONVAE HVAV ON

YC0C-0COTNNHV.L
VISHNOUNI TYNOISVYN VIVINHAL NVA NVNVHVILIHd NVIMALNINHEH

SIDULVALS VNVONHY ISVINDHA VIONVIEN MLV

YZ0C-0COTNNHV.L VISHNOJNI TVYNOISVN VIV.LNHL
NV NVNVHVLIdd NVIEHLNIWNAY SIDHLVALS VNVONHA

ONV.LNY.L

10T NNHV.L 0T dJONWON
VISHNOONI AI'TdNdHdd NVNVHV.ILIHd [dH4INTN NVANLVIdd
NVIIdNVTIT [dVA d NVIIdINVTANS




-62-

2021, No.848

‘ersouopu] Juqnday
BIESON uersjodoy
uele UBpP BIS2UOPU]
[eUOISBN BIS)US], UBIS]
Sueyue) Q00T /AdN /TIA

IowoN AW uedeyooy]
uep ‘ersauopu] Jugnday

BIE3oN uetsjodoy
uep BISOUOPU] [BUOISBN
BIBZJUI], uByESTUa]

Sueyual QOO [AdN/IA
IowoN JAJW uedelsloy]

‘ueduepunN-SUBPUBTLIO]
ueINjeIs] UBnjuaquag
Suejue) 1107 Mye], gl
JowoN Suepun-suepup

Suedk BIB3oN  URURURLIS]
dumjue)  ZOOT unyel ¢
TowoN duepun-suepupn eBAU
-ue3uepunip yeey uedua(g

‘nIeq
Suef Suepun-Suepun ueduop
nuedrp nped  ‘mr euarey
yolo uep 18] mENsSos epn
yepns ersouopu]  qryqnday
geluosiog umexduy junleig
Sumua) Q6T UNYe], g I0WON

Suepun-Suepun ‘Teuotseu
undnew [euotseuINUI
Areq nlew UL{BUIos

Sued  weunyq3ur  1sTPUOY
ueduequuasjiad uedua(g

‘Sursewr-dursew 1s3unj
uep uelad Mequey ueeyeuad
vAtmpred uedqeqofuowr Suek
‘ersouopu] iqndoy] eIEdoN
uersijoday] uUep  BISOUOPU]
[euoiseN eIRjul], upyeBsTuad
eAUBpR UTE] BIZJUR ‘BISOUOPU]
[euotseN eIRjul], depeyisy
end 1seynduwtiogq ueeredousy

W)STS eped ueyeqNIad




2021, No.848

-63-

€c0C-0cog tnye],

q] uep uedustuol]
Souyosuroy]
wesny[edouomay]
qnytusay

naxuway
WBUN Y]
LIdepuol]

9

uyeq3uy SoqBp
IN.L SoqEIN
ueesyeloy

I undisig wnsny
sumua) 10 UNYR[, g
Jowo 3duepun-Suepun
"BISOUOPU] [EUOTSBN
BIZjU], Sumu,m
+00C unye], ¢ JIowWoN
BISoUopU] Angndayy
Suepun-3uepun

NRTHAL UBTIpEIad
dueuay Je6TUNURL T¢
JowioN Suepun-suepupn

"BISNIUBJ ISESY BH
suejud) 6661 UNUE], 6€
IowoN 3duepun-suepup

‘ueduepun-3uBpuULISg
ueInjers] UBnjuoquIsg
dwejua) 1107 UNYeL, T
IowoN 3duepun-3uespun

HSHTTAL BUBPL WS
Suepun-Suepun  qers
duejuay /P61 UNUR], 6€
TowoN 3duepun-3uepun

*I9)I I
uzyexeredsewad  useurquiad
ueyeURSIR[oW werep
Tesep uesedniow opuBwoy
uen)esay uep Iy
uedunuadoy ‘eBISnuew ISBSE
ey depeyio; uspeuroyduad
uep umsny| uensedoy
‘ey  ueewesiod wueluow

ymun umyny ueyedouad
wA)STs Uep uerdeq ueyedniow
IONTIA ugeeIRASBUIod

ueeIeddus[eiuag

‘npedioy uep yereia)
‘“eUBOUALId) UBSUpP BUBSHE[I)
jedep aoyqmu eueptdersu
upeuIquIad uep I
ugjeereisewad W STS
‘I ugjexeIRASBIIo]
edequo] depeyis) useurquiad
1ede ‘1IN uUBjeeIeiseuIod

ueereddusfeiuad
weep uewopad UBNLISqUIST
ymun NI uejeeieisetrsd
Suepun-3uepun

I tejexeiedseiod Suejua) NN 'q

LI PU2sIa)
Suepun-3uepun nmyens weep
epearp  uep  wexreqelp
ymun nrrad Suepuedip
mgesiay ¢ IowoN Suepuq -
3uepupn weep yedepisy Suek
BISOUOPU] [BUOISBN BISJUQ[,
sedny uep 1s3ung ‘uerad ‘zgET

unye], Qg JowoyN Jduepup
-Suepun uenuUEe33uspy]




-64-

2021, No.848

YCOC-Tcog tmye],

SEUUey |
g uep uedusuroy]
Souyoswroy
wesnyrodosuoura’]
qnuuaiy

noxquway]
WEeYUUINY]
1Idepwray]
ue3uy soqe
IN.L Se9PI
ueeseloy]

Hod

‘IN.L

Suejus) 007 UNYEL, $¢
TowoN Suepun-Suepun
"eredo) ueueye}I9]
Suejus} gOOg unye], ¢
Jowo) Suepun-suepup
‘Ied

Suejus} gOOgz unye], g
Jowo) Suepun-suepup
'0€ Tesed uep ‘Lg [esed
‘Yo Tesed ‘O Tesed
‘TT Tesed ‘1T resed ‘(1)
yede ¢ Tesed gp6T ANN

‘ueeigyelosay] odse wuep
ueeo[oduad ueyuedopaduow
i Lo (€] ‘(2) yede
v¢ Tesed wep (p) ‘(¢) ‘(g) rede

€€ Tesed ‘e [esed ‘(g) yede 1¢
esed uereqeluad uexresepiaq

eAuure] JexIo)  edequuo]
juetijuowoy]  ure]  ISISI(]

‘TeuoIseu
UBUBIBON eredduoreiuad

I10)3e-I0)3E BIBjURIp jexqrdustu
jepistoq  Suef  IsBUIPIOOY
uep ewreselroy eluepe
se39) vreoos ueyeleiusw Suek
msney jedepioy wnjeq epe
Suek ueduepun-3uepuniad

uermerad uexIBSERIag

‘TeUOISEU UBUBUIBY
ueereddusjaiuad ymun
resep 1medeqes  ueyeundip

UeEl Sbel unyge], eissuopu]
Frqndoy eIedopN Iese
Suepun-Suepun Qg [esed uep
17 1esed ‘oz resed uereqeluad
edeqos upuUBWBYY 3duBju]
Suepun-Suepun smpoxd
TedeqIoq ISBULIOJOI  BID  I(J

‘TeuolseN Ueustuea}y] 3UBjua) NN

]

eueptd
fepun 1SuemSuaw epn uep
up yreqiedwowt ‘uByeesay
uepeiuctr ‘BImIod NH 2Pod]
nee fuep jumlerg yng opod
epedoy uewopadiogq Suel NI
urp el oymuowr Sued jumlerd
pelfuswu aqyuu eueprdereu
BUIQUIOW JNjUn UBpnsyerp

I eueprdeleu upBUIqULd -




2021, No.848

-65-

noxualy] sqgqndayy uersodoy]
BN ua3] ‘Yexeredseu uBq1).19)9y
Liepuwoy] 1By BIBASEI UB(NI0OY UB(] | uep UBUBUIBY sedm yeseresse]
ueyeSUy SoqEN ueuBwWEdy sedn], B3uey | uBERUBSYB[OW exdue URq}I9)93] e UBUBTUBY]
were ersouopu] Jqndsy] | werep  emyeq  UBMIUAIP sedny eq8uey weeq eISAUOPU]
INLSP49IN | erogon wersodesy epedol | ‘goog  unuyel ¢ JowoN | qndey i
ueesyeloy] eIsouopu] [euolsey erejus] | Suepun-Suepun (1) ede epeday] BISaUopU] [euorse |
YZOZ-120Z unyel 11704 uenjueqisd Sueus) NN | TH [ESed UBNUSNSY Tensog BIRjUQ], uenmueqiad 3Susmjudl NN
‘e1edoN nidig snmyeredy
Sueual $TOL UNYEL, g
lowoN Suepun-suepun -
‘TeuotseN
[eIsog UBUMUER, WI)SIS
Sumiua) $00T UNYE], O
Iowrop duepun-Suepun -
ueel1oyedeus)oy]
SEUUBY U] Suejue) coog tNye], €1
Iowop Suepun-Suepun -
gl uep ueduswral] .
Sowmesuray] g UL YeAN e
UBjual 6661 Unye], 9g
wrexnyrodousura] rowoy Suepupn-Suepupn -
gqnuyuuaidy ‘eIedoN usuByERlIad
noaxua’] Sumua) goog uvnye], ¢
WeYuN;uay] Jowrop Suepun-Suepupn -
Lidepura] 'SP6T tNUE], BISauopu]
weyes Uy Soqe qiqndey] eredopN tese
SaqeI Suepun-3uepun (g) yele
L uep (1) 18de Qg [esed
weRsHERN - | (g) yeke Lz [esed ‘0T
¢c0T-020T tNye, Hed - | 1esed ‘(1) yede g [esed -

‘epe duek
uewreoue 1depeyduswt Sursetw
Sutsewr  vAuSueplq UBSUpP
Tensas [PUOISBU  UBUBIIBAY
seyqe;s uepnisowr urerep
wsedisnredioq Ny ¥ymjun
eAuuesU{duUNaTU wnjaq




-66-

2021, No.848

‘0961 unyeE], 9T FowoN

YBjuLIewoJ ueIN)BIo]
s
qrguoy] ueueduruod

Suejua} gIog vnyel /
JowoN Suepun-Suepun
‘] exreBapN uersodoy]
duejue) OOz unmye],
7 1owoN Suepun-3Suepun
‘IN.L

duejuey 007 UNMYe], H¢
JowoN Suepun-Suepun

disuuid eped jeqeredsep]
UBqI0)oY UBP UBUBWEIY]
e8uer  weep  eIsoUopu]
qigqndey] eredop uersyodoy]
nyUeq IS BISQUOPU]
feuotsey ermue]  sedng
Sueyuy Suepun-Suepun
usdusousBl usimyeduad
ueneyduel uep yeie ‘ueieseg

‘usduepun
-Suepunisg ueIN}eISg
uesmuaqusd Suejudl 107
unye], gl JowoN Suepun
Suepun q miny (1) jeLe
0T Tesed ueduop Tensos BLIos
Suepun-3uepun weep INIBIP
uee jexereisewl UB(n.I9)o3
uep ueuRwWEAY sEdN) Bdurl
weep erssuopu]  Juqndoy
eredoN uersijoday] NjueqUIa
dSNO uRNjuouo
Suel INL Sueyuy
$00G TnyBl, spg I0omoN
Suepun-Suepun O FANq q
Jjnmy (g) yefe / 1esed yeustue

TeNSos Suepun-3uepun
YMjuaq weEp ueesunIp
nrrad edAuuernyedusd
exew ‘ersnuew ISESE

ey ueduop uedunddursioq
je8ues UBp I9IIU UB)BeN3oy
ueeundduad ueducp uByEy
-1oq Tl uemueqrad sednjg

SeUUBy o]
g uep ueduouroy]
Zouyoswroy]
wesnyedoyustay]
quymay

YEIULIOTISJ
uermjersy uedusp Jnluel
yiqop Jyerp Sued ersouopul
[euoise) ®BIBJUI], UBNIUB(Y
wunuawr  jedep  eIsouopuj




2021, No.848

-67-

SBUUB IS

TN undisiq wmn

ueIny I [esed uedIesepraq
ussEpraqIp  Suek  (apyf
SPUDLIBPAIN 4004 JYO2.4fD.41S

e Sunua) $10g UNYR], ST 240N upn y20q12M )

g uep ! Jowo Suepun-3uepup TSI eURpld umsnyg

Auostas] * BISOUOPU] Suepupn-suepun L 13

wenyrodousoy [euoIseN BIrejua], “eredou ueueyelrad ue

oA Swejua) HOOg tNYE], v -ered3uorofuad ueunuadoy

e IUIN{IY] JowoN Suepu()-Suepu uexSuequmnrodurow

ey 3uy saqep "SPOT unye], ueSuop  [euolseu  eURpId

N BISoUOPU] Aonday wniNy Sese Uep TWI)SIS

IN.L S995IN eredoyN Jeseq Suepup mueduswr Teuoiseu  eueptd
ueesyeloy] -Buepun g Tesed uep wmsny uep uerdeq medeqos I eUBpPld MmNy

$20C-120T vnye, ujod - | ‘0g Tesed ‘(1)1ede g resed ypm euepid  wmyny Suepun-duepu() eIy SUBUA NN 9
‘efelyeg ueepPEol]
Sumuy Suepun-Suepun

yerepe nyjepsq 3ued Suerad
upepEay UBP ‘IQIIU JeIniep
‘iidis jeInrep 1semyis weep
usnuep ueduog eAeyeq
ot st s v e A
fepn uep IeWBp UBBPROY
snme)s wrerep uenye|
-Taqrp T Suepup-Suepu()

‘ueimyeduad uenesyduel uep
yere undepy ‘yeree ereday]
me[ewl uenjuEq UeejuIuLIad
uep ‘uersrjoday] Uep UBMUEBY

ueejuTLIod ‘uoprsorg
uexeliqay seye  uersgodoy]
epedoy NI uemueqiad
SUISTUEN oW nndrowu

eduunernjeduad  uene3uep
"11ex19) ueduepun
-Suepunad uep cH61

ann werep jedepis} Juek
SWSTUENoW  ISEpPowoeduatn




-68-

2021, No.848

‘UBUBYB}I] LISNpul
Sueue) g10g unye], 9T
Jowop 3uepun-3uepup

“BISoUOPU]
Teuorse N BIBJU],
Sueyusy HOOL UNYR], ¢
zowo) 3uepun-3uepup

Qg JOWOoN Suepu(-suepu()
ynreduadiaq r eH

‘yestdio) yere tjed
uep [N ueedequuoley BIBO2S
‘tifod uweBuop [N, ueyesnuad
Sueuay 000C [IJN /1A ToWoN

AN dJvIL ueBusp 1Enses
e8eqr  eieooes 1de wmeluos

uensewow ‘uexeundduowx

Fmun yexeieisen
neye  Sueio  oduwooxos
negje SueiIo epedoy

Sueniod exnquIour TUT ISTPUOY]

YCOC-TCOg tnye,

SeUUBY Y]

g uep ueduswray]
Souyoswroy
wesnyedoyustay]
nayuway]
WeYUIN{UIoY]

U e 3uy Soqe]
IN.L S°qFN
ueesyeloy]

LIod

"e1e3o) UBURE}IS]
Sueyusy OO unye], ¢
sowop 3Suepun-3uepupn

“ersouopu] gqnday]
BIe@oN uetstoday]
Sueyus) OOz unyejl, g
zowoN 3uepun-3uepupn

"SHOT- UUB] BIS9TTOPUT
qgndayy eredoN
eseq Suepun-Suepun
0 [esed UwEp  ‘Og
resed ‘(1) yefe g reseq

‘eAuuederouad
weTep ueyimiusuu e33uryes
(rsenrduoxigy wnpaq)
rersred BIROOS UBBNOPISWIOY
Suerad yeeles  jenqip
Suef ueduepun - 3uepurnuad
ympoxd ueyequeuad
ueduop epueleg  [ETUO[OY
ejutrowrad ueedduruad
ympoxd ueedniow
‘Ut Jees e33uny nyerIaq

isewr uep  epe dued de
geluos Jumuo) uweduepun
- Suepunisg uBIN}BIS ]

HEpPSled
ueyeqg uep Wy gyeluog Suejuay NN ]

‘upeIEdouR]®)y UBp Wnny
ueduequiasirad ueduop
Be] rtenses  Nepn yepns
‘P61 unyel, 6¢ JIOWON
Suepun-3uepun ueduop
yequip e[} euBwnedeqos
SPol TROHRL = BIRIUOpPU]
qygqndayy eredoy  Iese(
Suepun-3uepun  ueyneIlad




2021, No.848

-69-

€¢0c-0cOg tmye],

gquyruay]
naxuay]

WEWUN Wy
LIdepuuol]
ue3uy SoqBp
IN.L SoqEN

‘BIE3oN UBURYE}IS]

Suequa) gOOg Unyey, ©
JowoN Suepun-3uepun -

‘uesdueqIou]

Suequa) 600g UNYe], T
JowoN Suepun-3uepun -

‘e1edou vIERpPN Jemesod
ueBueqiouad ymun nyerraq
yepn uep [dis uedueqiouad
ymun nyefeq eluey
ISUQAUOY] BMUR(Y UB{NIUANIP
PY6T  08eory)  ISURAUOY]

B Jnmy ¢ [esed uexiIieseplog -

'e1B30N BIEP() Jemesod Suejud) JJ '8

Jexeredsewt
P 8o e weeluos
ueyiuuadoy uep uereparad
eAlD{RIEW Un{Buos
eped Medureproq Suek
‘ide meluss useundyeeiuad
Suenjod  ueyipelp Jedep
uep ‘ide melfuss ueetmdduad

ueuzirod uenepuaduad
uep uesemeduad
1s3uny ueeIeddusleiuad

ueyniAuow
. TeH ‘eAuuederouad
werep rsexdnp

peluowr 1de weluss Sumus
‘urzt uentoqued UBSUBUOMIY
yeresewt ‘INL ueduap
mes 1peluowr 18e] epn
LI[od UBP ISBL{OII ISBULIOJOI
eAurpelio] ye[@es unweu
BUBIOPIS eAuueyeyney
1613 resed UBIBYR]
‘eredo) uersodoy]  eredoy]
[ muo epedey] weNLaqIp

ueuzLIad uruoyouiod
njensos yeroust
neje /uep ueyIrenedust

ynjun ueSuBUOMOY BMIUEB(
upugesip. 096l UHAHE]




-70-

2021, No.848

LIed
SEUUBy U]
g uep usduatuol]

Soumosuroy]
wesny[odoxuamay]

"BISOUOPU]

[BUOISB) BIBjUQ],
Sueiud) 00 tNYB[, €
JowoN Suepun-3uepup

JOWON [ Suepun-suepun
0/ [esed  ueyIeseplog
‘04 [eghd uep 69
[esed ‘g9 [esed ‘L9 TBSBd
eped njeA BvIESSON ®BIEPN
Jjemessd Suejuol [I[A  OF
uerdeqg  ‘IIIA  dqed eped
INnjerp uesueqlousd sueiuol
600¢ Unywl, [ HOWON
Iy Suepun-suepun werep
BIedou  BIEBPN  JBMBSY]
3ueius)] UBnNIua}9y]

Tidrs uesueqrouad

UBB R[OSy Teus3uL
UBNIUS}oY-UBNIUS)OY
neuLIoy3ust snIrey

vIESOU  BIEpPN  jemesad
reudduowr  1sen3dar e3duryos
¢ Jidig BIBPN jemesaq
uedueqiouad  uByBWIRlOSOY
ndduns-yndduns  uweduop
ueyneyiaduwowr  ‘eAueredou
eIBpPnN jemesad Ymun ueinje
-ueme uey.reneduotu
nxem  eped ‘efednioqg
seyrd BIE3oN,, BMRY
uenueuaWw p jnuny ¢ (esed
eped 1sucAu0y UBR{TULpP
undgesjeg  'elresad  eredou
denos uep ueduruomoy]
uexedniow BIE3oU
vrepn jempsad  depeyio
sgndar M1 BUaIEy YO




2021, No.848

-71-

‘uen3due3
uep ueTIROUR ynyuaq
5 eredos 1seeducwr  jedep
s o uesnye[p uedueqiouad uep
Hod ueiefejod  ueeiedduorafuad
SPUUB Y] ynnuat [EUOTSBULINUT
g uep uedusuroy] ‘T eredopN uersyoday] gep [PHoIseTt st3ayens
owosmoy - BIU%) goog unyey ¢ | TEILBN | wusqmoted
Iouro uepun-3uspu -
weny[odosyjuaway] i L MZD uerefead werep 1edou reny
nauay] SuBIU) $O0E UNUEL ¢% uep ua8ou weeplp uenddued . ;
S .’ | uwep uBwIROUR muaq ‘uednpunjedusg
QM i JOMION. SUERUNEUYRUN eledos LIep eISOUOPU] YBIBp uep uesedwole ‘ueselequiog
FORPIEDL "UBTSBISTIIaY] yedwny ynumies uep esdueq depeyio], ueSueqious] uep uereie[od
UBB Uy S Sumyua 1107 unyel, 9 deus3os Bunpuljowr [eucISEU upUBWESUS] WeB(] BISaU0pU]
+Z0Z-120g tmye], IN.L seqei] TowoN Suepun-Suepun - |uenlny redeouswt ymun - [euotseN erjua], sedn Susjua JJ T
ugjessuy
Hod ITeN19)
SeUUBy Y] 2pJ0Y 2}DIS BNWSS UBIB|oT
o] uep ueducwoy] ueduop UeBIdIOUISOY UBp U
-npedisoy uenpadip e33uryos
Bouyeswuay]
ISBISULIO) B)I0S STPBUIA)SIS UBp
wenyredoxuatay] BISUS0PU] reuorsdosuo ‘psuayjarduroy
Noxay] [SLIOTSEN o g ereoos Tueduelrp snaey e33uryos
WreYUI{UI] Swejud) 0O UNYRL, $E ‘es8ueq deuo8os uwjEWIB[OS
3 TowoN Suepup-Suepun - uep yedem ueymnoy ‘eredop
HOPPIRA e1e8o)N ueuRyELIa] uejernepPay ueeieequIatu
ueesy{3uy saqep Sueyuey goog unyel ¢ uep weoueduow jedep eyefuosrog
€T0Z-0T0g tmye, INL Seqey tifod - | fowoN  Suepun-duepun - | epelussioq UB{BJUOI|UID] | UBEjUoIaquiag Busyuay ddd 'Y

‘ejuriowod teanjyerad
uedusp INnjeIp BIeSoN vrepn
jemesod Teusduowr nluel

UIgo] UeNIUL}ey  BMIE(]
ueNINgesp  ueduegIsus]
Jueue} 600 UNURL T




-70-

2021, No.848

uo Ioqums  1peluow
T Wﬁo«oﬂpo& &Sn@w .W:.UE:
L= L LA SR uep yedepm ueredduered
LRt LRy PR | Haunuo SEPURT depeyi1o) ueuemeIay NIUUTP
LISepuay] Suejua ¢/6T unye[, T euoz undnew  ULURUOY]
weyeSuy seqe TowoN Suepun-duepun - uBsBpUE| ‘ueyeqUIE)
‘6E6T UNYE], BUOZ ‘[BLIOJNIS} JNE[P req
IN.L S995IN WMLIEA] uedun3ury ‘e83ueyo) eredou (ynmdos)
ueesyeloy] uep [eLIoJLIo ], 0T ueduop uese eqIaq e ueseyeqIod Yeie[im
€T0Z-0C0z tnye], rijod me] Suepun-3uepun - |eisucopu] neT  YeLeIm ueuswwedus] uejus) sardiog ¥ 'Y
‘UByBqILIS]
Suejuey QOO uNye],
LT IoWoN Suepun
- Suepup) uedusp yeqnip
yere) Sued ueueaqedoy]
Sumua) G661 UNyel, 0T
zowop Suepupn-8uepun - AE]
eyeyTeN p euepld epun ueuedueuad
SBEUUBY ] Sumyue) ¢geT umyel, LI MMMWMM_ ﬁhﬁﬂwﬂwwowmwmcgﬂwm
a] uep uedusway] lowoN Sduepun-3uepun - qun ‘amsny mew.ﬁo d Qo?
Bouyoswroy] ‘BISOUOPU] wesnyenp Suek ueyErEsoy
wresnyodosuatay] JIsnAs3y TWouody Buez mepumSusw Ymjun sere[os
qnyueyy Suequal e86T vNYeRL g uep mynigy  ‘seol  Suek
Towop Suepun-suepu() - weyeqniad neye uesnpradip
oA "BUBPIJ BIBOY WNNE] e33uryos “ISEXIJTPO19}
WIS - | Sueuay 1861 unye], g umpaq jney 1p eueprd epurn
LIdepway] zowoN Suepun-3uepun - | uedueuad vuesyeod uBINMY

€c0c-0coc tnye],

uejeyqduy soqe
IN.L S°9PIA
ueesyeloy]

TIjod

"BEGEUnB],
W LIB W uedunssur]
uep [etIoj0Ia],

me7  Suepupn-3uepun

‘ueduepun-3uepuniad

ueInjerad ueIBSBPIS|
wnny uexedouad
ueduruomo] It

Suef jerede uep  1310UMSON
uep ueeqrad UBNIOWOW
eAuueueduruad BxEW BS3UB(
uouodwoy ynmpes qemel
Sun3d8ue) uexedniow neq 1p
euepl] Iepul] uerueduBUS]

INET IPp BUBPL] JEPUL],

ueuedurusd Suewuay saxdiog 'y f




2021, No.848

-73-

SEUUBy |
g uep uedusway]
Souyoswroy]

wesnyjodoxyusta’]

"BISQUOPU]
uenemdoy] rex8ueg
BHED. SRLL < BN
syRIZ09n) JBUIPIOOI]
reyeq Sueyusy

c00c unye], g¢ JIowWoN
yejunowed  URINIBIS]
sely ueyeqnisd Susjus
800¢ unye], /Jg JI0UWON
ygjutowed — ueinmeiad

ueduop yeqnip
yere euBUTESE(OS
BISOUOPU] uenemdoy]
Tesdued sueD

AL - RLL syerdoan
yeurpIooy] Ieje( Sueus)
¢00¢ "waye], ‘8¢ I0WAN
yejuuowe — ueInjelad
ueIneoy]

suejud) $10g UNYe], ge
TowoN Suepupn-Suepun
ueteqnIsd SUBjU} 9007
unye], /1 Iowo)N suepun
-Buepun uedusp yeqnip
yersy Suef ueueaqedoy]
sueual G661 UNUB] 0T
JowoN Suepupn-3uepup
IS Ey

Sumue} €861 UNyUEL LT
IowoN Suepun-3uepup
‘BISOUOPU]

JISOSHY TWOU0OY BU0YZ
suejue) £R6T UNye] ¢
Iowio) 3Suepun-3uepun
"BUBPI] BIB0Y W NH
sueue) 1861 unye], 8
zowo) Suepun-3uepun

el yede[im
1p ueusweduad useuesyerad
Sue{ emsouopu] JISNP[SH2
ouoye weep SuBuomIaq

Suek ISUBUL yramnyes
8eq wewopad  ueyipelp
jyedep Suek uermerad
yespdueiad eiuepe
uesnradip ‘ne] ueseyeqiod
yedeim ueusureduad

uspupsyEled BvIE3oU Iejue




~74-

2021, No.848

€20C-0Cog unye],

SBUUBYWY]
g uep ueduouroy]
Bowoswroy]
wenyodoxuatuay]
qnyuay]

noxuay
WEeYUN Y]
LIdepuol]
uyey3uy seqep
IN.L SeqPI
ueesyeloy]

rIjod

ysjuuomod  UeInjerad
weduop yeqnip
e[ euBITEdR (oS
BIsouopu] uenemdoy]
es{sued suBD
ARLLADLL syeIdoan

JeurpIo0y] IeyE(] Surjud)
coog unye], g¢ JIowoN
S.«H—Qﬂ@&@nﬁ ueinyeisd

.GS.D.QHDM
dueyua} 410g UNYe], ¢

zowo) Suepun-3uepup -

‘uBygBqInISg
Buejue)  9OOL uMyE],
LT JOWON Suepun

-Suepun ueduep yeqnip
yerey Sued ueuesqeday]
sueus) G661 Unye], Ol
zowo) Suepupn-3uepup
ISEYNEY

Suejual €861 UNUERL, AT
TowoN 3duepun-3uspun
“BISoUOPU]

JISOASAYH TWOUOHY 'UOy
Sueus) ¢Q6T unyel, ¢
IowoN 3duepun-3uspun
"BUBPI] BIBOY UWMNH
Sueua) 16T unye], Q
TowoN Suepun-3Suespun
“BISoUOPU]

USUR U] sepue]
Sueus) ¢/61 nye], |
IowoN 3duepun-3uspun

‘66T UNyE],
WMLIBIA uedunsydur]
uep [BHRLIS T,

mneq Suepun-3uepun

“Sursy INIIA
ueerday ymun  ersusopuj
FIpASH.  FUOUOHAY, BU9Z
eundduad meusduowr snsnyy
BIRO2S Jmedusmr  wn[oq
BISQUOPU] [eUOISBU  wWnyny

‘TeWep Jepn BIesss jnef
uexeung3us  UBNISWNSBIP
uedueradad ueynel ynseuro
Suise I ue)erday
ALYULL “EtsaUopy]  JISDUA s
nwouoyy euoy ueeunddusd

PEISIUO PUT JISN T SH Y
TOUONF BUOZ TP SUISY I
ueerdoy] ueduete] Surjua) sardiog ¥ T




2021, No.848

-75-

mndrjow [1serg jneIopayg
Aqnday yejuLomog
uep ersouopu]  qndoy
yegjuLiowa UBP BISQUOPU]
Aqnday UejuLomog
vIElUR usupypwliod
dueprq 1p  ewes el

‘eredouraq uep esdueqiaq
dnpg uedunsdue[oy
werep ueeIyelosoy
ueey3uTuotl TwRp ‘Bredou
enpay  qreq  uedungny
ueluowr eum8  uesnradip

udepwoy] ‘6 1edues Suek 103E] Nyes yees
ol EP NV oWy ‘g uexednrow ueueye)Iad
. dueprq  1p  eumes  elay
ey ‘ertmp  ueqnRINoy edeluow
IN.L S°9qPIN 'O werep 1sedispiedioq  BlIos
uequay] 'C eredoulaq uBp eBsduBQqIoq
noxqwoy 4 uednprnyoy mm3uequuowa
BlIes  ‘eiedou  uBlBMEpPo ‘ueuByELI] Tex1a) rweg elioy]
ueesyely '¢ : ;
ueueyelrodwow Suemu9) Iselrg Jnerspay uqnday]
Soujosway] ‘g uep e3deluow ynjun YejuLIoweJ uep eisouopu] qygqndoy]
0Z0Z uniey, weyumny oy uewmduroy ueduop JuLireg ymuLowiod erejue uenlmoesiog NNy e
weueyelraJ wrendureuroy] wejenduag
‘eIsouopu] uenemdoy]
Tex{dued SLBD
AL - ALL syeIdoan
jeunpIooy] Ieye 3urjus

200Z unye], g¢ IowoN
QSHH%HDE@& ueinieirsadq
sely ueeqniod 3uegjua)
800Z unte], Lg Iowop




-76-

2021, No.848

"BIB3oULIaq UBP BSSUBQIS(
dnpmg uedunsdueroy
weep ueeIayelosay
ueyexdutuowi Twep ‘eredou
enpay  Nreq  ueSunqgny
uefuowr eund  ueynpradip
ye8ues Suedk 1013e] MyeSs Ye[es
uexednisw ueueyelrad
Sueprq 1P ewes  eloy
‘erump  ueqnIooy edelusw
urerep  1sedisnaedioq elIos
eredouraq UuUep esdueqloq

uednprjoy um3uequIaTtl
BlIes  ‘eiedou  uBjEMEBPaY

uesueyelIadua
uep edeluowx ymun

ueuidurey] usduop 3urieg

‘ueUBUELIS]
Sueprg BUIES
elroy wmerep evwesiog
=ihave o)’ ummuaquiad

BT EIL P
yoro vwesiog neyedosip
Buel ure| Suepiq
p ewes el1oy ‘ynsidof
uedunymp evwes eley ¢

‘eyeluosiog
uesduy BUIBS
elroy ueyedurustu

‘ueueyelrad
Sueprq werep
ISBULIOJUL ueIeMIsd ‘g

‘ewresioq uedunuodox
pefuctu Sued  1oyqruu
uep ueueyelrad sidojens
nsi-nst Suejuey [eINE[lq
seymsuoy] uep Joerg ‘I




2021, No.848

=77 -

0cOG WMYB [,

LISepuIol]

6

d] Uep NVd Ustia3] '8

uzeduy
IN\L SeqEI
UBYua}]
naxuay]
ueesyely
Soumoswoy]
Wey {3y

- M TN O

L

ueyuoy] usfjog ueduepun
Buepunisd uemjeisj oig

‘ueuByE}IS] Sueplg
ewes  eloy] Suejuay 1y uqndoay
ysjuLowed uep eissuopu] Juqnday]
yejuniowod erejue uenlmosied NN 'q

‘ueUBYR}I]
Suepig BUIRS
elroy weep euwesiog
9JTUIOY] uB{NIuaquIog
o ladz L PRpod

yolo pwesiaq nexedasip
Suek ure| Suepiq
P ewes eloy ‘ynsiéol
uedunynp euwes eloy]

‘eyeluosiog
uyeduy BUIRS
elroy ueyeduruat

‘ueueyeRlIad
Sueprq wrerep
ISBULIOJUL ueremIog -

‘ewresioq uedunuadoy
peluotr 3ued  I1oyqIuu
uep ueueyellad sidojens
nsi-nst Suxue) [BINEIY
Iseymsuoy wep  3orerg

T

mndrewr 1y sygqndey
yegjuLiowad UBP BISQUOPU]
Aqnday UejuLomag
vIglUR usupypliod
dueprq 1p  ewes ey -




-78-

2021, No.848

0cOg unysJ,

uzeduy
IN.L SeqPIN
UBYIY]
noaxyway]
Souyoswioy]
WEYWN W3]

- MmO I~

ueyquwoy] usfjog ueduepun
Buepuniod uemjelsj oig

‘upuRURI] dueplg
ewes elioy weep ewesiag
9JTUIOY] uBNuaquIag
HEUL] BTk kL
euIEsIoq nexedostp Suek ure]
Suepiq 1p eures el1oy ‘X1sI80]
uedunsnp euwes eloy ¢

‘eyeluosiog umesduy
ewies el1oy ueyedurucw
‘ueueyelrad Suepiq
weep ISPULIOJUT UBIeniied ‘g

‘ewresioq uedunuadoy
Tpeluow Suek BEihuganes
uep ueueyenrad s1dojens
nsI-nst Sumua) TRINEI
ISE}NSU03y uep  Zoerqg I

mndrow
eloquey] ueeleloy] YejuLILWUS]
uep BISOUOpPU] Agqnday]
yejunowe Jduepiq 1P BwWBS
elioy ‘eredouroq uep BSSUBQISQ
dnpry uedunssue[oy weep ue
BIroyelosay uejesfduTuotl TUOP
‘eredou enpoy req uedungny
urtueluomr eBund  uesnadip
188ues SueA 1033[e] mes
yeres ueyedniowr ueueyelrod
Suepiq 1p ewEs ey ‘erUNp
uBqnI9}9y edeluow weep
isedisnaedioq  ejres  BIEdouIoq
uep  esdueqioq  uednpryoy

unduequuomi  BLISS ‘eredou
uejemepay  uequeyelredwow
uep e3delucw ymun
ueurdurey  ueduop 3urireg

uBURYE}I] SUeplg Ip Bwieg
elioy] Sumuoy eloquey] ueeleioy]
ymunowiod uep erseuopu] qygqndoy
ymuLowod ergyuy uenlnosiod NN 'O




2021, No.848

-79-

0cOg tmye],

umeduy

IN\L SeqBI
nuey
UBY Uy
naxyway]

Jouyoswroy]

weyum;woy]

I TR T SVo T W

ueyqway] usfog ueduepun
-3uepunisdg uernjeIs org

ugdurnynp ‘ueduequuoduad
uep ueniuad
‘eredou  enpoy weluosioq
ugjexdue 13eq uIopou
I9)T[ T ueyeresad uep
ueejeluosrod ueerpaiuad
ANSBULIY) ‘I9yTITU
ugerered uep uewelussiad 'Y
‘ueueyelaad 1301
-ouxe) Suepiqip ewes elioy '3
snsnyy
ISMNSUI N Uepeq eIgjue
Iqnu e} eumes eloy g
LIoyIII
[euosiad  18eq ueynpelRd
HeR  JmE  CRpiplpied: P
{reuotsojord
ueyneed uep jes yeoyos
eped ueymprpuad  ymun
emmrad  ered uereymieg o
‘ueduorojred uep ue
-treouad usuefeled umerdey] 'q
LIoyIIIU
uep ueueyelrad  Suepiq
Ip IseWLIOUT  uUeIE NI ‘B
rednroq
HEjElas Y CHeHolnd
uep BISSUOPU] Amgnday
yuunewe eiejue ewes elioy]
‘eredou ueueyeliad uendurewnoy
uejesduIuoll  BSuURI WB[EpP
eiedou JIejue Meq uEdungny
unuefuewr  eund  uenpredip
yeBues Sued 10)E] MBS Yees
uexedniow ueueyelrad Suepiq
1p ewes elioy ‘emunp ueqnIo)oy
edeluown weep 1sedisnredioq
vlI9s BIBdoUIoq URp BSSUBQIAQ
uednpiyey unSuequowr Jnjup

‘ueuRyElI] Sueprg
1p puwes elioy Suwud) uvjE[eg BLYY
ejuLIowo uep erssuopu] qugqnday
yejunIswed erejuy uenlosieg NN ‘P




-80-

2021, No.848

OcoctmMye],

‘ugjexduy
IN.L SeqPIN
nuay]
UBYOY]
noaxwoy]
Souyoswoy]

BN W3]

S SRS TR S To Yo N O

ueyquoy] usfjog ueduepun
Buepunisd uemjeisj oig

‘ueueyeyrad 1801
-oux[e} Suepiq 1p vwes elioy] ]
isnsnyy
ISMNSUL e Uepeq BIBJUB
quu quxey euwes eloy o
L1oymuu [ouosiad 18eq ueyne]
-od uep I UBNIPIpULd P
{reuorsojoid
ueyne[ad uep Jeis ye[oyos
eped ueypipuad  ymun
vimmiod  ered uemeynNlIsg 'O
‘ueduoroyrad uep ue
-teouad ueuederad ume1doy] 'q
LI9)IIII
uep ueueyslred  3Juepiq
Ip ISBULIOJUT  URIBN}IS] 'B
rednuaaq erpu] yejuriowod
uep BISQUOPU] Aqgqnday
ymuLowe elsjue  eueselioy]

‘eredou usueyeliad uenduretroy
ueiexdumuowr  ex3uel  wWBRP
BIEdou JIRUER Ieq uBdungny
urtueluomr eBund  uesnadip
ye8ues Sued 101E] MyES YB[ES
ueedniow ueueyeirad Suepiq
1p ewes BlI1oy ‘erunp ueqniIa)oy
edeluowr wreep 1sedisnredioq
BlI0s BIE3oUIo( UBpP BSdUBQIoq
uednpryey unduesquiowr JNJuN

‘uruRyRIo] Sueplg
p ewres elioy] Sueug) erpul Juaqndoy]
ymuLewied uep ersouopu] qygqndoy]
ymuLowiod erejuy  uenlnoesiog NNy o

‘BIB3oU BNy Byelussiog
ugjeduy eped sexunuwoy
uepp ‘iseuniojul  13ojousd)

‘“aspurrojur weysts seydy T
uep ‘ueyererad
BaIos  ‘myelues ueymegIad

uep ueeIByewad ‘STUNY




2021, No.848

-81-

+cOC-ccoc tnye],

ALNA

g NVd W=
UBWINLIB 0USTIaY]
qnyuusi
BRI IoN o
ugeqduy

IN.L S°qBI

Hiod
wenyodoyuaay]
naxua3]

B3eI U Way]
Lidepwal]
BlesIMLIB] W3]
Bomoswoy]
wEY N w3y

UBBSHLIBI}URIY]

Sueyue} £10T tNUeL 1¢
Iowo) Suepun-Suepup
‘ueduBqIoua]

Sumyuey 6007 unye], T
Towo) Suepupn-Suepun
Sunpon ueundueyg
sueyue) gOOZ UNye], 87
Towio) Suepupn-3uepup
eredoN yele[im

Sueju) gOOg UNURL €f
IowoN Suepun-3uepun
‘ere8oN ueuByERLIod
suejue} OOz unyel, ¢
IowoN Suepun-3uepun
‘BISOUOPU]

reuotse) BIRJUSJ,
suejus) H00g Nye], $¢
IowoN Suepun-3uepun
Bueny] uesyeuag

Sueyue} L00C MY, 9F
TowoN Suepun-3uepun

"SPOT AN
ISRsuoy uesepue] ueduop TENSOS
[e1sos Ue[Ipeay wmuwn uselayelosoy
elAupnimrioy twep uenlueroxioqoy
edel1g) jedep reuorseu yeleim Suena
seeny  e83umyes  vUNnS [IseByIoq
uep ‘eund eAepioq ‘euesyeliq ereoos
efuueeoeduad eledn uexpeqdunip
nrrad BISSUOPU] Aqgqndoyy
uenyesoy eredoN yedeim  Suena
uep ueideq medeqos eiepn 3Jueny]

[euoIse) Brepn
Sueny ueelo[d8ueg Sumusy NN ]

‘BIBSoU BN P ByelUuasiog
ugyesduy eped ISETUNTION
uep ‘IsetuIoJul 18ojouxa)
‘ISBULIOJUT  TUO)SIS sedy 'y

uep ‘uejererad
eos  ‘eyeluos  ueymqiad uep
ueereyrewad ‘sTn{e] ueduninp
‘ueduequioduad  uep uenieuad
‘eredou Benpay eelussioq
ugmesdue 18eq UWIopoW I
umererod  uep ueejeluosiad
ueeipaAuad  ynsewnis) I
uejererad uep ueeeluosiog '3




-82-

2021, No.848

uep usduequuaduad
uenieued

reuoiseN W sSIg
Sumual goOg vy, 81
zowoN Suepun-Suepun
ISEHIUNTOAS[A ],

Suejus) 6661 UNYE], 9F

TowoN Suepupn-Suepup

‘dnpry
uedunydur] ueelo[eduad
uep uedunpurprag

suejus} 600C UNUR], ¢
JowoN Suepupn-Suepun
T3

nemJ-nend uep Jsisad
yelenrm ueelo[eduad
Suejue) 00T UNMYERL, LT
zowoN Suepun-3uepup
"BYISTjoon)

uep 130[0109) 2]
suejua) 600C UNMYEL 1€
zowoN Suepupn-Suepup
"BISQUOPU]

USUTIUOY] uesBpUR]
Sueyuo) ¢/61 unyel I
TouwoN Suepupn-3uepup
BISoUOpU]

JISRASAN TUOTION | BUoF
Sumua) e86T Unyel, g
IowoN Suepun-suepup
"BISOUOPU] UBITRIJ
suejus} 9661 UNUEL 9
TowoN Suepupn-Suepun
‘weIne[ay]

3uejua) 107 UNMYE] gg
zowop Suepun-3uepun
Yeroe YEjULIowWD ]
3uejus) 10z UNURL €T
zowoN Suepun-Suepun

‘eAuurerEpIP
Sunpuexiey Suel elep Ioquuns
ynseunts} erepn Suena uelepoduad
uep ‘uesemeduod  ‘useejuewiod
‘ueeueoUaIad welep npedin
ededn mjens uexedniowr Suens
uoweleur uyesopuad ueEUNSUSW
ueduop erepn Jueni ueeoeduad
BRI ‘efudnpry ueduns3ueoy
BIBYIoWowW uep ‘ueyerdoy
uBnE[ew ‘dnpry ute] JNUNew uep
eisnuew jedwio) ‘Uede[lm UBNILRSIY
njes 1edeqos TNy WeEp Ip JNSeULId)
‘erepn Sueni uep ne] Jueni ‘eiep
Suena nndiown 3ued yepem medeqos
Sueni ueniafuod ueduop ueelg




2021, No.848

-83-

‘eredou urueyelrod
uedunuaday ymun eduuejeguewad

W YIN{IUS3] O - uEUEIAUL Sner Arrrad
S UneR, 1esey neyefuep  epoeduad ‘TSBSIIq o ‘ueduepe) usuoduwoy] edeqos
Ll S Sumua 6661 UNYRL 99 jees eped [euolseu  eueIeseld | [pUOIsBN BUBIBSBI] BUBIES ‘UBjEng
uBe Uy SaqBN Jowop Suepu()-Suepup) uep BUBIES BLIOS UBjenq eAep Jequmns | eAe Joquing ‘wely evAe( Ioqung
$ZOZ-1Z0g unye], INL Soqe ‘cp6T ANN ‘wrere eAep Joquins  ueeunddue] | uedejousg ere) eje] Sumyud) JJ 'Y
BISEAG TR ST
NN wWa3]
Hod "IMNgosIa
SEUUB YT ueUBUE}IRd IISNPU]  UBLIPUBWON
o] uep uedusmoy] RS HRAT PSR uep Gmﬂ&&.maox Gwmxvd.mﬁgmﬁw
Stosto Sueyuey o0z UNYEL OT ymun emyeq ‘UewWEZ UB3UBYWIONIO
L pe! g 5 ueduop TEensos UBUBWEBSY UBp
wenyodoy Uy HOHISN RUEDUL SHERUL] ugjereIsd Je[y 18o[ousie} uenlewoy
naxuay "INLL eduredeoss) Sunynpuswr ndwewr
TreTTIn{UIe Y] Suejua) WOON SMHG,H 125 e33unyos ‘133um seyrsedey uswoleueu
s et I TR T S ueeloreduad yoro Sunsmpip
HERRYEaN "BIE3oN UBURYE}LIS] SIUIBY LOPUBW BIBOSS UBUBWIBOY] ‘UBURYE)IS] LISINpPU]
ueje3uy soqepn Sumyue) Zoog unye], ¢ uep UueuUEBYBMS UBERId ey | Sumjud) [ 1Qg Unye], 9T IowoN Suepun
2Z0Z-120z unye], IN.L soqe TowoN Suepun-3uepun upeIpesIagay uepnhmowr jeduewog | -Suepuq sely ueyeqniad 3uejuay NN 'S

‘eAepng 1ede))
dumue} OTOL UnyeL, 1T
zowoN Suepun-3uepun

‘ueeyesmmrredoy]

Suejual 6007 tNYEL OT
Towio) Suepupn-Suepup
‘ueeden]e[ooy] Wa)sIg
Buejue} GOOT uNyYe] ¢
Iowo) Suepun-3uepun
‘U SIedeus)ay]
Suejue) goOZ unyel, 0g
JowoN Suepupn-3uepup
Tdofota,

uep uenyeloduad
nwyy uederouag




-84-

2021, No.848

+cOC-TCoc tnye],

NINNG wWa3]
seuaddeqg
noxuway]

ey 3uy saqep
IN.L SeqPI

[EPOI UBWBUBU]
suejua) 00g UNYER], oF
Jowo) Suepun-3uepun

‘UBURYELIS] LIS pU]
sueque} g10g Unye[, 91
TowoN Suepun-suepun

: dunsduey
sosoxd mpeowr uenseEp ueepeduad
‘meBou ren]  wep weNueyedly
ueeundduad uenlmyosad ueyLIaqUISTU
dDD] T [eY wefe( ‘Ha8au reny Lrep
weueyedly ueyeundduswr njun
dDDI epedoy uedmsnSuowr jedep
ueuRyEIod Lnsnpu] uep eunddusog
‘rxodou uerep wrequeyedry
ueymngoy Iynuowaw jedep wnfaqg

‘11939 ren
uep wesueyedly ueepedusd welep
198]Q uep Texo] uedunpuey] ‘Suede(q
[equi]  SWSTUBNIW Suxyuy

B)SBAG LOSNpPU]
NN twa3]

Hod

SBeuUuRyuo|

g uep ueduswoy]
Souyosuroy]
wesnyodoxuotuay]
Noxuay]

‘qeIoe( YejuLIouog
Suejua], 10T tNYRL €T
Iouro)N Suepun-Suepun
eredop 11dig snyeredy
3uejue} $10g UNURY, g
Towo) Suepun-Suepun
‘TeuoIsBN

[ersog ueUIIE

Sueyue) $00g UNYRL, Of
zowo) Suepun-3uepun
‘IN.L

suelud) $O0g UNYeY, ¢
Towo) Suepun-Suepun
‘ueel1oy B3eudmay]
sueque) cOOg tMye], 1
1owop Suepun-3uepun
‘TeuorseN

UBHIPIPUS WISty
suejue) cOOg UMYRL, 0F
Towop Suepupn-3uepun
‘e1e8oN ueUBYELIo]
UBNIUaquIa]

3uejue} gOOg unye], ¢
Towop Suepupn-3uepun

BEURH RS Hisnpoy’ 1Sy Tepe]
“Sunympuad
usuoduoy] edeqos uesdemip

18e] 3epn Sunynpusgd usuodwoy]
medeqos ueeIedsiod TUNUOWIOW BPn
yepns Sued [euoiseu BARP IoqUung

ISESIIq owap mye[ow glojaduad neje
fuep swad epeday uBITEqUIAYIP
uexeun3ip 1esoas e} Suek [euorseu
eueieseld uUep BUBIES BLIOS UB)EN(
elep Joquns ‘wee  eARp  Ioqung

dd T




2021, No.848

-85-

BIseMg Lasnpuj
NIWNF Wwa3]

LIod

SEUUB Y]

gy uep uedusuwoy]

"BISOUOPU]
[euorseN BIRJUS],
Sumjual $00g UNYeR], ¢
owoN Suepun-3uepun

"e1edoN UeUBB}Io]
Suejua} goog unye] ¢
owoN Suepun-3uepun

‘1sesIqop uedunuaday ynjun

eluueyeejuead ueyeIoAus
qrlem ueduepe) usuoduroy]
medeqos  eAusmels  ueydeymip
Suek reuorseN eUBIBSBIJ

uep eueleg ElI9s  ‘ugjeng
ele oqung ‘wely eAeg Iequing
eroroduad neye fuep yynuad denog

‘ISBSTIqop ymun uenddued
mnuawot  qifem evredoN ©vdiem
Insun Lep [eseraq Suek ueduepe)
uouoduroy] UL B UIoy uou
yepisioq  Sunynpusd usuodwoy]
1s8uny  uep  sedmy ueSuop
rensos BSeqUIol /UBLIUSWSY [0
ueyiseulpiooyip JSuef ISBSI[IqO
jees eped uBdu NP UBLISQUISTU
qilem ueduepe)) usuoduwoy]
pelfucwr  eAusmels ueE3UNIP

Bowtesway] i epn Suef 3un uaJ usuodwo
wresinyodosuotnsy] - | FOWRJ UEP ISESHIqOW T Lk A
noyuroy - | SUBIURL L66T UYL, LT ISBSI[IG O
RN Jowoy Suepup-Suepu() ueejeiusw ueduepe)) usuoduroy]
LIdepuIoy] ‘eAeyeg UBRpPRY] pelucwr  eAusme)s uexpedunIp
uejey3uy seqel - | Suejus) 6C6T UNYR]L, €T SIIBY  ISESIIOJ  UBNBUSNIp uesuepe)
+Z0Z-120g tnye], IN.IL Seqe zowoN Suepupn-Suepup Suel  Sunynpusg  usuodwoy] uouodwoy] ISBSIIqO SuBjud) Jd ‘e
eredoN e[og wep ueessueqoy] weseMeM
Hrged
ueduop usueyeltad Lsnpul
AHqed
ue3Uop BIS2UOPU] ejULIOWJ
‘Surse

eredou ysyuuewad ueduap
eIsauopu] Jnqnday] YejuLiomad




-86-

2021, No.848

myerew uenyelrp yedep
ueueyelied ueereddusofuad exduei
weep eiedou  ueelequuiad  eyesn
ymuaqg-ymuaq  ‘eredo) ueueyElId
Suejue) ZOOg UNYE, ¢ JowoN Suepu()
-Suepun (g)yele g resed uesiesepiog

tcOC-Tcoc tnye],

BIsEAMg Losnpu]
NIWNYF wa3]

H1od

SBEUUeyuIo|

g uep ueduswoy]
Souyosuroy]
wesnyodoxuatuay]
naxuwoy]
WeYUIN Y]
Lidepuuol]
ueyey3uy saqep
IN.L, S°qPIAL

‘BISOUOPU]
Teuorse) BIBJUQ],
suejue) 00T unye], ¢
Jowio Suepun-3uepun
uBp ([BUOISEN
usAIptpusd Walsty
suejue} coOg unyel, 0g
TowioN Suepun-suepun
‘yner1a ], yesey

Sunual 6661 UNYE], 9
sowio Suepun-3uepun

‘esdueq depeyia)
usweoue Edeqloq 1depeyducwu

uep RIIN yefera  ueyminay
‘eredou  umjemepoy utueluow

ymun Sunuad 3e3ues ere8ou
ueueyelIad ueeredduoleiuad
werep BIB30U ueelaquuad
eyesn - Sunynpuad ueyenyoy
medeqos  jeler  uep ‘euwgn
ugenyay 1E8BQes  BISoUOpPU]
FAnqndoy] eI1edoN  ueisodoy]

uep BISUOPU] [BUOISBN BIBJUSJ,
Yo[o Esowes jelyel UBUBWIE
uep ueueyelrad woysts MO
ueeUBSE[IP BIE3oU UBUBUBIY
uep ueueyelIad ByBSn,,
eayeq weqIngasp (g) yede o¢
[eseqd welep uerpnwoy ‘¢ eredou
ueBURWESY Uep Usueyelrad ByEsSn
werep ©1198 31 qriem uep yeyraq
eredou edrem den-den, emyeq (1)
yefe O¢ Tesed SpeT UNUe], [N

ann uweep ueysedxnp eiedou
UBUBTIROY uep ueueyeliad

ededn weep emdou B3rem
upelIosINeY ‘BieSou UBUBUIBIY
uep uerueyelted dosuoy weeqg -

ueereddusleiusg

BredoN e[og UBIEpESOY UBBUI|WL]
Susyuy

ddad 9




2021, No.848

-87-

¥C0C-1C0C unye|],

"BISOUOPU]
[euolse N BIRJUD],
sueual 4007 UNYR], +€
IowoN Suepup-Suepun
uep {[euUoIseN
UBYIPIPUS] HI=1sls
duejuel £00T UNYR], 0T
IowoN Suepup-Suepun
ynepa], yeiyey

3ueiuo) 6661 UNYR], O
rowoN Suepup-Suepun

‘uesuepun-uepuniod
ueinjerad UBNIU}oY

ueduop Tenseos Uure] uepeq '3

uep {BISBMS BUBSN UBpPRY ]
{YeIoep {I[IW BYESN URpRq

/eredou M  eyesn uepeqg ‘o
‘ersouopu]

jqrugndoy ereSoN  ueisiodey ‘p

{BISOUOPU] [BUOISBN BIRIUS], 'O
{Yetorp yejunowad uep
UBLIDJULWIDY UoOU  ejuLiowad

edequol / BIESOU UBLISJULSWOY ‘(g

‘eredou vequio] ‘B

eped

elroxoq Sued BvIESoN BSIEp 18BqQ
ueynmyp ueelioyod dny3ur eped
BIe3oN B[og UBIBPBSO}Y UBBUIQUS]

'189J0.1J UBdUop rensog UrIpqesusd
ueeuesyR[ed Weep rvueseloy
uep uepUIqUod Suejusl Jdy O

1sojoxd
uetpqeduag
uep qrlem
BIBOOS NEJB B[aI BINS BIBOSS
BISOUOPU]  [BUOISBN  BIBJUIJ,
junlferd me8eqes  uerpqEducg
{qifem eIBOOS

URINIIUSY JIBSEpP ueyneed
‘ueeredouedremay ueNIpIPUS]

ueduop  1ENSOS

P

e

q

‘B




-88-

2021, No.848

‘ure| eIejue
esdueq epred medeqos ynNseuLIN]
Suex ‘BIedou ueueye}Iad
uouodwioy 1pelustu ders Suedk
sestuedio ueny uep veyningoy

ueduop BeNSos yejunowad
uou edequie] neje YeyuLowad
edequuo]  weep — JAsTUE3dIoIs)

uep ynerey 3ued eviedopy vdiem
yerepe esdueq epied ueduop
pnsyewrp 3uex  Sunynpuad
uouoduroy werep BUIEIN
msun mes yees ueyedniow
esdueq epien vredoN eS1em
msun efuure] e8rem uep ‘MUE
edeua) ‘esSueq epred ‘ersouopuj

Fqoqnday  eiedoyN  ueisfodoy]
ﬁowmg EMM@ vaﬂomaﬁm&%
eredou e3rem ‘Sunsnpusg
uouodwioy]  1E3BQOS  BISNUBW
elep Iaquins uexdejouoa
uep ueyderfuowr ex8uer wereq
"I IUUOU
v)sEMG LSNPU] UBTIBOUR uexnqg I)TTII
) uewreoue  1depeyducwr  ynjun
NINOE Te3 uesnEnp Sunsnpusd usuoduroy]
Hoed mep ueideq 1Edees EBISNUBW
"BISQUOPU] : : . :
SBUUey o] eiep Iaquuns ueeoroduad
o BRI ‘URTIIIS ueduo ‘eAustIgIN
g uep ueduswoy] - | Juwue) HOOZ UNUERL b | Wiedve: -
Bonoswroy] Jowop Suepun-Suepun - URHOSUION  IRender  ReDIORUI
P [euoiseN erejus], uUepedwoudtu
wenyodouswa3] uBp [EUoIsEN Buel J)T[ITI UBewBoUR
naxuay] wﬂqg%%Gmm WISIS depey8usw yyun wexdersrodrp
uo un
YUY BIu] wwoom -MN,H 0c ) ueduepe)) usuoduroy]
JowoN HEPU() sUEPUr) undnewr Suninpusg usuoduroy]
Ldepwoy] : ¢
‘ynera], 1eley req eredaN ueUBYEIS]
uejes{duy SaqBN Sueuo) un Susmyum un Sun o
6661 Yel, 99 <c00¢ UelL € ALLptiod
Y0z - 1207 tnye INL Soqen zowo) Suepun-Suepun - | zowop Suepun-3uspun wWeep 1(J usuodwoy] ueeleusd 3usiud JI
YeL L 899 P P P P bl P




2021, No.848

-89-

tc0OC-TcOc tnye],

EISEMG MSTIpU]
NINNG o]

H1ed

SBEUUB I

g uep uedusuroy]
Sowmosuroy
weynyrodoxuouroy]
naxuay]
WEeYUINUa}]
Lidepway]
ue3uy SoqBp
IN.L SSqPIN

‘eredo) uBUBYE)IS]
suejue) goOL  unye
¢ 1owoN 3uepupn-3uepun

BIE30N UBURYELIS]
ymun [euolseN
eled 1oqumg uee[o[odua]
Suejua} 6107 UNye], €7
zouwoN Suepun-Suepun
BISSUOPU] [BUISEN BIBjU ]
Sumuq) Loz UNyel, ¢
zowoN Suepun-Suepun

‘eSuepun-Suspuniad ueInerod
uBNjuS)ay ueduop BNSos
BISNUBW ISBSE Yoy NDeuuoyduow
uep ‘dnpmg ueduny{3ur]
uexneylodwow ‘sperjowop duek
eI1e8o)N ueuBUElIod B[O[OY ©1W)
wo)sts weep uexeredduolasip (1)
1ede eped pnsyewnp euswWedeqos

Sunynpusg usuodwoy] uee[o[adus] -

‘ueeurquad ‘g

uep ‘uegeuad B
Uy eIy Mye[aw Bo[Ip
Sunympusg  uouodwoy ‘eIB3oN
ueUBYE}IS] ueeredduspoiuad
BUESN WEBP [PUOISBN BUBIBSBIJ
uep BUBIBS BLIRS  ‘Ugleng
ele Joqumg ‘wely eAe Joqung
ugjesjuewiod uep BIESON ©V3IeMm
ueelIoOsINIeY Yepem njes yeres

ueedniow Sunsmnpusd usuoduoy] -

‘TeuoIseN

BUBIBSBI] UBP BUBIRS P
uep {ueyeng efe equing o
‘wrely eAe(Q ToqUUInG g
‘eredo) B31em B

'sepe upae) Sunsnpusd usuoduroy] -

“BSunynpusg
uouodwoy ueeulqUIag SuBjua) JJ¥ 9

‘esdueq ep1ed
ueduop ueewesiadip jedep
Suel ure] UBEYBIRASBUION
1sestuedio ©033ue ]

uep Jeyereisewr
wedun purprad ©033ue ‘o
‘reuewreduad uenyes v1033ue
‘snsnyy 1sod e1033ue
‘elexd
Suoured 1s170d TrRNMYES BO33UE
‘emsiseyew Uowsal Boddue

S o

G




-90-

2021, No.848

©)sEAMS LOSNpU]

Inyuaq edeqos upyeIeAsiod

mnuower  shaey  ueduepe)
uouodwoy] uoreo Tpelfucw
reyepustun 3uef eIedopN edIem
denog ‘uegduepe)  usuodwuoy]
uoreo Tpefustu Iejjepuatu
yeyreq ewredoN edrepy denog

‘uedejouad  p
uep
eIIIUoy Jesep ueyned o

asyores 'q
‘tereyepuad e

NN wWa3]
‘uedeye) seje UTpIs) usduepe)
Hied uouoduroy] uBnuaquIag
SEUUB U]
g3 uep uedusway] ‘erepn
Soujoswoy] BIESoN UBUBUEIIS] enew ueduepe) uouodwioy ‘O
wesnyodoxustus T IREeged i
eyl u A Sumuy c00C unyeJ, enewr ueduepe) usuodwoy ‘g
naxuay] ¢ 1owop Suepun-3uspun “qerep
WeYUUIN uoy] peuorsEN enew ueduepe) usuodwoy ‘B
LIBeptua3] ele( oquung ueejojedusd :Tpelustu
ueyeyduy SoqBN Sumyudl 610 UNUBL, €T ueyyodworoxIp ueguepe) ueguepe)
+Z0Z-1Z07 unye, INL SoqeiN JowoN Suepun-3uepupn usuoduroy] uBynjuLquuIag usuodwioy] uerpqesusd suejusl Jd '3
B)SBAMG LISNPU] "eIedaN UBRUBE}Io]
NINNG Wwoy] Byesn weep ueyegjuetrod
rjod uesedniowr ueduepe) usuodwoy]
SEUUB YT "eIE30N UBUBYEB}IS]
g uep uedusway] “eredo) ueuBUE}IS] BYESN wemep uerpgeduad
Sowmosway ueynjuaquIag uexedniowr ueuepe) uouoduiol]
wenyrodoxusuoy] Sueyua Zoog unye], ¢ ‘TeuorseN
naxuway] zowoN Suepun-Suepupn BUBIESEI] UBp BUBIES P
BN WY] [euorse ) uep (ueyeng ede( equng o
LIdepuuol] elep Joquing ueeloedua] ‘wrely A IoquUng ‘g
ueyeyduy saqep Sumua 6107 unyel, € ‘ere8opN B3I P ‘ueduepe))
$Z0OZ-1Z0g tnye], INL S2qei JowoN  Suepun-Suepun 'seje LIpte) ueduepe) usuoduroy] uauoduroy] texynuaquIag Suejus) JJ J




2021, No.848

91-

+cOC-1COc tnye],

BISEMG Lhasnpu]
NIWNF wa3]

Lod SeuuByua|
g uep uedusway]
Jouyosuroy]
wesnyodoxuatuay]
naxuay
WERYUN Y]
Lidepurol]
uBe3uy soqey
IN.L SeqPIA

"eredoN
usuBRyRlIRd U NMuoquIad
Sweyuay  ZoOT ~ umyel
¢ 1owoN Suepun-suepun -

euolsey
ele Ioquing upelo[eduld
Sumyue}  gT07  unye]
¢g 1owop Suepun-3uepun -

‘ueduepe)

usuodwoy redeqos

uexpnluerow yedep syepn
ueyqeqaiustu Suek jies 'q

‘unye)

(g ynmd yedus) 24 eIsn

ueduop redures uerpqeduad

esewW ueelusw yera) ‘e
refiqede jeurnioy ueduop uey
-uUayIaqIp teduepe) usuodwoy] (T

‘ueduepe)
uosuodwoy] uenuaydusd Sumqual JJ 'Y

‘1suajediuoy] 1sq9[es  'q

uep {nensiurupe 1syo[os e
mndrowr veduepe) usuodwoy]
uoreo uesuaquiad IS3[o1eS
‘ueynjuaquad 1s39[es Pnrdusu
ueyeredsiod nuowowr yersy Juek
ueduepe) uouodwoy] uoeo denog

“ersouopu] Nqndoy] Bredan
uerstjoday] Yoo sIn3Ig) ereocos
uespren[oyIp Sued seeUTULIY
——" - i 2 Dy HopH. e
uep (tueyol uep wewseljeyss 'p

‘tmye (ew] ynmd
©3n) G [eumsyEW Uep unye,
(sefoq uederep) g1 [ewUTI
ersnioq Suef wIedoN ®v3rem 0

SH6T

unye], ersouopu] Nrqndoy

BIedo) 1esB(] Suepun-duBpuN

uep e[seouRd UBNIBSBPIOq

Suel  ersouopu]  Nquqnday
uenyesay viedo) epedoy enos 'q

‘esqg eyely Suex ueyn],
epedoy] BMYelIoq UBP UBWULIAY ‘B




-92-

2021, No.848

YCOC-TCOg tnye],

Souyosuray]
urexpnyrodusura’]
naxuay]

WEYWUN W3]
LIdeptuol]
ueeq3uy SoqeN
IN.L, SSqPIA

‘e1edo) ueUBYE}IS]
Bueua goOg UNye],

¢ Jowro) Suepun-3uepun
YBR[, yeiey]

sueual 6661 UNYEL 9g
oweN  Suepun-suepun
SHET dNN

"IN ewrsueq
epusy UBp OpUBWIOY UBMEBYIP

elueeundduad uep ‘uoprsaid
yore  Isesqiqoly  ueejedured
ye[aos BUIRIN usuoduroy
uvendweway] UBp  UBensoy

yenyrodwiowr uep Jesaqrodurowa
eung ISBSI[Iq o myefou
ueqUeINp ueduepe) usuoduoy]

‘ueduepe)
usuodwoy] 1SesIiqop 3uejua) JJ

L

‘deye) umsny
uejenyoy yooroduwowr yela)
Suel uerpeduad uesnindoy
uedIeseploq unye], (enp)
¢ sejerp uswnyny ueduop
erefuod  eueprd

neye fuep ‘esdueq
uep BIESoU UB)BUIEB[OSOY UBP
uBUBwIRYY U el RquIotl
neje weoueduaw jedep
Suef ueyepun ueneoW 'O
Buererin
IsesuBdio Wweep 1eqiia)l  'q
‘efiseourd 130[09pI UTBIOS
ure] 13o[oopl nueduoww B
reriqede jeurioy
Hepn ueluap ue{RUAYIa|IP
e mmy (1) yede Lz esed
weEp pnsyeuwlp euswEedeqos

ueduepe) usuodwioy] (g

‘ueduepe) usuoduroy]

redeqos sedn) weep Suey

uexeelulp yelos uenq

(weus) g yerayos ‘efurnp
seje uensedoy epe epn 'p

nege ‘erunp eddurustu
neye ‘semsa) ‘rnsdnsg o

melip  p




2021, No.848

-O03-

‘IN.L

Sueusy HOOL Nyl H¢
JowoN — Suepupn-3Suepun
‘ueelroyedeus)ay]

dumue) coog unyel, ¢

ZRER yele[im ueyNINoy
uep BIEdoUu UB)Bweesay
ueeleequon SueLk

19T ueweoue uedugmiduruad
deq Uyeaeis) uep ‘npedin
9eda ereoos ueypundip ymun

Wﬁ@ﬁmﬂ%bﬁmwww IowoN mgvcﬂwmwmm m SR USRS e

. T — s uouodwoy 1edeqos uedersiadip

HTod TPrpted ISES elep JIoqunNs IEJUOIDS BIBOOS

btk AUEIUSL €00C UnUEL, (0% uep BUI|Ip Ye[e} Sued [euolseu

g uep uedusway lowoN  Suepupn-3Suepun - A aﬂmhmmﬂo p

G ki BRI HEHEEIIN ueepun uexedniow ISeSIIYoN
wresnyrodoxuatua’y] Sumyul goog —unyel : e

noxuay] ¢ JowoN Suepun-Suepun "ISBSI[Iq o Uexejeiucur jedep

WeYIUNTI3] ‘ynerIa ], yeisey] uopisarg ‘Suerad ueepeoy neye

Ldepway] Susyusy 6661 UNYBL, 9g IQIMU jeIniep Ueepesy] weep

uBe3uy SaqBp Jowo)N — Suepun-3uepun ersouopu]  Mqqndey  yederm ‘ueduepe) usuoduiol] ISBSI[IqoWaJ
¥c0c-1coc tmye], IN.L S°qBN ‘SHeT dnNn uerdeqas neje ynmyas [y were( uep ISesIIqop Suejua) 44 [

‘usuodwoy]

edeqos eduteeun3duad

YBIoB ] YR ULISWS unerp Sued reuorseu euereserd

Burmjua], 107 UNyel, €¢ uep BUBIBSELIOS uegjeng

BlsEMg Thsnpuy
NIWNF W3]

Hod

SEUUey |

g uep ueduswoy]

owo) —Suepun-3uepun
“eredoN ndig myeredy
Sugjus}  HIOL  unye]
¢ rowo) Suepupn-Suepun
‘TeuolseN [eIsog UeUItue,
Sueusy HOOL vNyeRl, Of
Iowo)N — Suepun-3uepupn
‘IN.L

dumuay 007 UNYBL HE
owo) — Suepun-3uepun
‘ueelioyedeus oy

suejual ¢oOg unyel €1

owo) — Suepun-3uepun
‘Teuorse)N
ueNIprpusq wo)sIg

Sumue cO0r UNYBL 0F
Jowo)N — Suepun-3uepupn

elep 1oquuns ‘wrele eAep equng
‘uenyuayIoquuad uesmndoay
jeins epe  yepns erqede
uexnenp ueduepe) usuodwoy

2033ue 1Beq  ueeqUodud]
'BISOUOPU] [EUOISBN BIBjUS]
ewn8ueg] I[EPUSY UBP OPUBTION
yemeqrp  eperoq  ueduepe)
uauoduoy] uerequadusg
UopIsory Yoo  ISBSI[Iqouws(]

ueeieiuiod Ye[a)os UBI[BquUIIP
ueduepe) usuoduoy]

‘eredou ueueyeliad wmwn
uexeliqoy uesIesepioq eun@dued
yo[e ueeuesde[p ueduepe)
uauoduoy] ueeun3dusg




-94-

2021, No.848

ISBISTWISEL ], UoUIa}]

‘Yqeroe(] YBjULIauWSJ
Sueque) $10g UMYRL g
IowoN Suepun-suepun
‘eredoN 1idig amyeredy
suejue} $10g UNYe],
¢ zowoN Suepun-3uepun
‘TeuoIse | [ersog ueuItIe,
3ueyue) $00g UNYRL, Of
JTouro) 3uepun-3Suepun
‘IN.L

Suejual HOOT VNYERL e

JowoN — Suepun-Suepun

‘ueel1oxedeus)oy]
sueual coOg unyel ¢I

NN wWa3]
10 owoN  Suepun-suepun
mdﬂdﬂﬂ.&mq JEHOIEEN ‘ueIed8uy runduog
d UB3Iptpusd T2ISIS yore uexnferp Sued uerefequod
dd uep tedusiisy Suejual £00C VNMYEL 07 ejuad  jeINg  UeNIeseplaq
Someswiay] JowoN  Suepu(-Suepun BIE3oN uegBIBRPUIIa]
wesnyodoxuatuay] "BIEdo UBUBYR}IS] ueueie[od I0juey]
noxwoy] Sueyusl  goog  unye] yero  uexnyerp  [euorseradQ
R ¢ 1owopN Suepun-3uepun ueSuelung UBLIaq g
3 YnerR, 1esyey "ISBSIIqoA Jees eped ueduepe)) ‘ueduepe)
HOPPIR Sumue) 6661 Unyel, 99 uouoduoy  ej083ue  epedoy usuoduroy] 2033uy  1euorseradQ
uBe Uy SoqBN JowoN  Suepup-Suepuq uexuoqip Suef uedueluny uey uep ueduelun] uUeuoquWegd BIBR)
HZ0Z-Toogunye], IN.L soqey CH6T dNN -edniowr (euorserado ueduelung BB URp UBIEsag Jumuay sardiody 'Y
‘yeroe( YejuLIawag

3uejua], 107 UNUR], €F
IowoN Suepup-Suepun
‘eredoN 1idig amyeredy
Bugjuey  $IOT  unye]
¢ 1owoN Suepun-3Suepun
‘TeuOISE) [eIs0og UBUItUE
Sumua) $00T UNyel, Of
owoN  Suepun-suepun

‘ueduepe)
uouodwoy 1pelfustu  eAusnyes
UBIBSUNIP  SNIey  ISESIION
uesjeuayip Sued Sunynpusd
usuodwoy] ‘ueduepe)) usuodwol]
depeyio] ueyeuoNIp  ISBSI[IQONA

ersauopu] Juqnday]

uenIesay]  BIESON  UBB[NEBPOY




2021, No.848

-O5-

YCOC-Tcogunye],

ISBISIUSBI], Uoo)]

NN W3]

Hod

Slcjeiiiziegeriely)

g uep ueduswuay]
Jouyosmroy]
uwresnyodoyusmay]
naxuIoy]

TR IUNIIS3]
Ldepway]
uees3uy Soqe
IN.L Se9BI

‘qeroe YejuLIawo ]
3umua) 107 UNYBL €7
zowoN Suepun-Suepun

‘eredoN nidig smyeredy
Suequa) 1O UNyeY, §
zowoN Suepun-3uepun
‘Teuolse) [ersog ueuIwe,

Sueyue) OO WMYRY, Ot
TowoN Suepupn-3uepun

‘IN.L
suejua) OO UNYR], €
zowoN Suepupn-Suepun

‘ueelioedeus}ol]
Sueua) cO0g UNYEL €1
IowoN Suepun-suepun

TeuorseN

UBHIPIpUS] Wa)SIG
3uejus) cOOg tNYRL, 07
IowoN Suepupn-Suepun
"eredo N UBURE}IS]
Buequs) gOOg unyey, ¢
1owoN Suepupn-3uepun
‘ynere ] eiyey]
Suejue) 6661 UNYER], 9
TowoN Suepupn-3uepun

SHeT dnNn

eMEq UBYINGRSIp (7) 1efe of
[esed weep uelpnwoy ‘ eredou
upuBwWEoY UBp  ueueyelIad
BYESN WEeP BSOS NI qifem uep
yeyroq eaeSou evdmem den-den,
emyeq (1) yede o [esed St6l
unye], YN eresou qnn urerep

ueqsesol)lp BIBSOU UBUBWIESY
uep ueuryelIod eiedn
weep BIESoU BSIBM UBBLIOS
-nyrey ‘eIedou  UBUBWIEOY
uep ueueyelrod dosuoy wrereq -

' eredou
ueueyelrad ueereddusefuad
weep uepninmrp
SueLk eredou Baq ededn

weep 19s NI qiiem uep Jeyraq
emedou  vdmem denog, emyeq
(1) 1efe 6 TESEd ‘CO0OC UNyUE]
¢ Jowio) duepun-3uepup weep
uexsedap euewmedeqes BIEdoUu
ueueyelIad ueeredduspaiuad
ueye1day weep  uesypnharp
eAUMIES B[RS INQosIo] BIBdoU
ueelequad efedn wrerep ©110s N

' eredou ueeloquad efedn
weep ©}198 331 qifem uep Jeyraq
eredou edmem denog, emyeq
uesuANp (g) yeke L7 [esed ShEl
unye], RISIN QNN wereq “ereSoN
ueueyelIsd SUBul) goozuUNye],
c JOWION Suepun-Suepun
uep  Spol uvnyel RINMN  dNn
weep tmsnp jedep eiedopn

elog reusduow joxjod uernyedusg -

"eredop e[eg UBIBpPBSY UBBUIqUUS]
uexeliqoy] Suejus) soxdog 'y

T




-06-

2021, No.848

"BsSueq depeyrs)
uewreoue Tefeqloq Idepeydustu
uep RIMN Uedem ueyniney
‘ere8ou ueje[nNEpoy UIWER[USW
ynjun Sunuod jesues eIESOU
ueueyelrod ueeredsusioiuad
wrerep eiedou ueeloquad eURS()

' sunynpuad uejenyoy
edeqos  JeAeRlI UBP ‘PUWEInN
uelenyoy TESeqes  BISOUOPU]
qrgndoy  ereSopN  uersijodoy]
uep BISOUOPU] [BUOISBN BIBIUSJ,
O[O BISOWRS JRAYRI UBUBWESY
uep urueyellod Wo)SIS TN[E[eW
UB{RUBSYE[IP BIESoU UBUBUIBOY
uep ueueyelred eyURSn,






